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KEMEN-ESDM. Penyelenggaraan Kearsipan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam
pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, diperlukan pedoman
penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip,
kaidah, dan standar kearsipan;

bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan
Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan organisasi dan peraturan perundang-
undangan mengenai kearsipan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
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Mengingat

tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan,
Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital
Negara;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 238);
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Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 250);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 432);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1388);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan
Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1787);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan
Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 818);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
8006);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan
meliputi  kebijakan, pembinaan  kearsipan, dan
pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang
didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan
sarana, serta sumber daya lainnya.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan jenis format,
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara
berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas
menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan
informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan
dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan
keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-
kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi,
jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi
tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan,
dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan
sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas
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teknis operasional dan/atau penunjang tertentu yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau
penunjang tertentu seperti balai, museum, dan
politeknik.

10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang
selanjutnya disingkat KESDM adalah kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

12. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Unit Organisasi
yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan KESDM.

Pasal 2
Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan KESDM
dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Unit
Organisasi di lingkungan KESDM  dalam  rangka
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan,
dan peningkatan pelayanan publik serta pengelolaan

Kearsipan KESDM.

Pasal 3
Ruang lingkup Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. Tata Naskah Dinas;
b. Tata Kearsipan; dan
c. Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip,

serta Jadwal Retensi Arsip.
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BAB II
TATA NASKAH DINAS

Pasal 4
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a meliputi:
a. pendahuluan;
b. jenis dan format Naskah Dinas;
c. pembuatan Naskah Dinas;
d. pengamanan Naskah Dinas;
e. kewenangan penandatanganan; dan
f.  pengendalian Naskah Dinas,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA KEARSIPAN

Pasal 5

Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

meliputi:

a. pendahuluan;

b. pelaksanaan tata Kearsipan;

c. organisasi Kearsipan;

d. pengelolaan arsip dinamis;

e. standardisasi sarana dan prasarana;
f.  penyusutan arsip;

g. pembinaan dan pengawasan; dan

h. penutup,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB IV
KLASIFIKASI ARSIP, KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP, SERTA JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 6
Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip,
serta Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c terbagi atas fungsi:
a. fasilitatif; dan
b. substantif.
Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan kode Klasifikasi Arsip dan menjadi tanda
pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit
kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan
penataan arsip.
Sistem yang digunakan dalam Klasifikasi Arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
sistem alfanumerik yang menggunakan kode gabungan

antara huruf dan angka.

Pasal 7
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip digunakan sebagai
dasar dalam menyediakan layanan informasi arsip
dinamis secara cepat, tepat, aman, dan sesuai dengan
otoritas/kewenangan.
Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan menjadi arsip:
a. Dbiasa/terbuka,;
b. terbatas;
c. rahasia; dan

d. sangat rahasia.

Pasal 8
Arsip dinamis dipergunakan oleh pengguna yang
diberikan hak akses.
Pengguna yang diberikan hak akses sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
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a. internal instansi; dan
b. eksternal instansi.
(3) Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan
internal instansi, terdiri atas:
a. penentu kebijakan terdiri atas:

1. Menteri;

2. wakil Menteri;

3. pejabat pimpinan tinggi madya, meliputi
Sekretaris Jenderal, direktur jenderal, inspektur
jenderal, dan kepala badan;

4. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

5. pejabat administrator pada UPT,

yang mempunyai kewenangan untuk mengakses

seluruh arsip yang berada di bawah

kewenangannya.
b. pelaksana kebijakan terdiri atas:

1. pejabat administrator;

2. pejabat pengawas;

3. arsiparis; dan

4. aparatur sipil negara,

di lingkungan KESDM yang mempunyai kewenangan

untuk mengakses seluruh arsip yang berada di

bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi

biasa/terbuka, tetapi tidak diberikan hak akses
untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas,
rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada
penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, kecuali telah mendapatkan izin penentu
kebijakan; dan

c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan
eksternal instansi, terdiri atas:
a. publik, mempunyai hak untuk mengakses seluruh

arsip dengan kategori biasa/terbuka;
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b. pengawas eksternal, mempunyai hak untuk
mengakses seluruh arsip untuk melaksanakan
fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk
mengakses arsip yang terkait dengan perkara atau
proses hukum yang sedang ditanganinya untuk

melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 9
Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang
berkaitan dengan arsip substantif dan fasilitatif di lingkungan

KESDM.

Pasal 10
Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, serta
Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Pasal 7, dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V
PEMBINAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Pasal 11
Sekretaris Jenderal selaku Pembina Penyelenggaraan
Kearsipan di lingkungan KESDM melakukan koordinasi dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12
(1) Masing-masing Unit Organisasi di lingkungan KESDM
wajib menyusun petunjuk teknis Tata Naskah Dinas yang
secara khusus berkaitan dengan substansi bidang tugas
dan fungsinya dengan mengacu pada Penyelenggaraan
Kearsipan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

ini.
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(2) Petunjuk teknis Tata Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing
pimpinan Unit Organisasi di lingkungan KESDM, setelah
terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Sekretaris

Jenderal c.q. Kepala Biro Umum.

Pasal 13
Untuk mencapai kesamaan pengertian dan penafsiran dalam
melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Jenderal melakukan
sosialisasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan

KESDM.

Pasal 14
(1) Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan Naskah
Dinas guna terselenggaranya pemerintahan yang efektif,
efisien, dan akuntabel serta terlaksananya pelayanan
prima di lingkungan KESDM, penerapan Tata Naskah
Dinas dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi
Tata Naskah Dinas elektronik.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Naskah Dinas
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 15
Setiap Unit Organisasi di lingkungan KESDM wajib
menyesuaikan penggunaan kop surat dan cap dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, paling lama
1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini

diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan

mengenai Kode Klasifikasi sebagaimana tercantum dalam
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Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan
Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas
dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral; dan

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2027),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Februari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TATA NASKAH DINAS

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan perkembangan organisasi serta regulasi terkait
persuratan dinas dan Kearsipan, perlu dilakukan penyempurnaan
kembali Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052
Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral jo. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu,
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, ruang lingkup substansi Kearsipan
menjadi cukup luas sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam
lampiran tersendiri mengenai tata Kearsipan.

Substansi Tata Naskah Dinas KESDM mengatur mengenai jenis dan
format Naskah Dinas yang meliputi penggolongan Naskah Dinas,
pembuatan Naskah Dinas, pengamanan Naskah Dinas, kewenangan
penandatanganan dan pengendalian Naskah Diinas, termasuk penggunaan
Lambang Negara, Logo KESDM, Cap Menteri dan Cap Dinas, penggunaan
bahasa indonesia yang baik dan benar, serta perubahan, pencabutan,

pembatalan dan ralat Naskah Dinas.
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Maksud dan Tujuan

Tata Naskah Dinas KESDM dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan
Naskah Dinas bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan KESDM.

Tata Naskah Dinas KESDM bertujuan untuk menciptakan
kelancaran arus komunikasi dan informasi kedinasan guna mendukung
tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Unit

Organisasi di lingkungan KESDM yang lebih efektif dan efisien.

Pengertian Umum

Dalam Tata Naskah Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan jenis format, penyiapan,
pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan
dalam kemunikasi kedinasan.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
KESDM dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan.

3. Naskah Dinas Arahan adalah naskah yang memuat kebijakan pokok
atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang berisi
ketentuan atau menetapkan suatu hal dan berlaku umum baik
untuk Unit Organisasi di lingkungan KESDM, perseocrangan ataupun
pihak lain.

4. Naskah Dinas Korespondensi adalah Naskah Dinas yang bersifat
komunikasi pejabat antar organisasi baik vertikal maupun horizontal
serta kepada pihak/instansi lain, baik badan pemerintah, swasta,
maupun perscorangan berisi informasi kedinasan.

3. Naskah Dinas Khusus adalah Naskah Dinas dengan format dan
keabsahan yang diatur secara khusus.

6. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan KESDM.

7. Unit adalah Biro, Seckretariat Direktorat Jenderal, Direktorat,
Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat, Sekretariat Badan, dan
Pusat.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau penunjang tertentu seperti balai, museum, dan politeknik.
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9. Pejabat Pembuat Kemitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

10. Kepanitiaan adalah semua panitia atau tim yvang dibentuk dalam
rangka kegiatan pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM.

11. Unit Pengolah adalah semua Unit Organisasi, Unit, UPT, Pejabat
Pembuat Komitmen, dan Kepanitiaan yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungan KESDM.

12. Formulir adalah lembaran kartu/kertas terlepas yang dicetak untuk
mencatat dan menyampaikan suatu keterangan vang diperlukan.

13. Konsep adalah suatu rencana yang dirumuskan/dituangkan dalam
bentuk tulisan.

14. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan
tata letak dan redaksional, serta penggunaan Lambang Negara, Logo
KESDM, dan Cap Menteri atau Cap Dinas.

15. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Tka.

16. Logo KESDM adalah gambar atau huruf sebagai identitas Lembaga
Negara KESDM.

17. Cap Menteri adalah tulisan dan/atau Lambang Negara yang
digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan dibubuhkan pada
ruang tanda tangan Menteri.

18, Cap Dinas adalah tulisan dan/atau Logo instansi yang digunakan
sebagai tanda pengenal yang sah dan dibubuhkan pada ruang tanda
tangan pejabat yvang berwenang.

19. Kode Klasifikasi adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah
berdasarkan sistem tata berkas instansi yang bersangkutan.

20. Paraf Koordinasi adalah paraf yang dibubuhkan pada setiap kolom
paraf Naskah Dinas pada lembaran yang akan ditandatangani cleh

Menteri.
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D. Asas

Asas yang harus diperhatikan dalam pembuatan Tata Naskah Dinas:

1. Asas Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas perlu dilakukan secara efektif
dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar Naskah
Dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa
Indeonesia yang baik, benar, dan lugas.

2. Asas Pembakuan
Naskah Dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk
yang telah dibakukan.

3. Asas Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dapat dipertanggungjawabkan
dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan
keabsahan.

4.  Asas Keterkaitan
Kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terkait dengan
kegiatan administrasi umum.

S. Asas Kecepatan dan Ketepatan
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Organisasi,
Tata Naskah Dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan
tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional,
kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi
Naskah Dinas.

6. Asas Keamanan
Tata Naskah Dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari
penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada vyang berhak,

pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.

E. Sistematika
Sistematika Tata Naskah Dinas KESDM sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Pengertian Umum

Asas

=0 0w

Sistematika
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BAB 11 JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
A. Naskah Dinas Arahan
1. Naskah Dinas pengaturan
a. Peraturan
b. Instruksi
c. Standar Operasional Prosedur (SOP)
d. Surat Edaran
Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)
3. Naskah Dinas Penugasan
a. Surat Perintah
b. Surat Tugas
B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Naskah Dinas Karespcendensi Intern
a. Nota Dinas
b. Memorandum
c. Disposisi
2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas)
3. Surat Undangan
C. Naskah Dinas Khusus
Surat Perjanjian
Surat Kuasa
Berita Acara
Surat Keterangan
Pengumuman
Surat Penyerahan Tugas
Siaran Pers

Sertifikat/Tanda Penghargaan

R A e

Piagam Penghargaan

—_
e

Naskah Dinas khusus bidang Administrasi Keuangan,
Kepegawaian, dan Pengelolaan Barang Milik Negara
11. Surat Pengantar

D. Laporan

E. Telaahan Staf
BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Pembuatan Naskah Dinas

B. Kode Naskah Dinas dan Penomoran Naskah Dinas

C. Sifat Surat
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Penggunaan Kertas dan Sampul/Amplop
Ketentuan Jarak Spasi, Jenis Huruf, dan Ukuran Huruf
Penentuan batas/ruang tepi

Nomor halaman

T 0 e D

Tembusan

—

Lampiran
Penggunaan Lambang Negara/Logo KESDM

Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap

- R &

Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas
M. Penyebarluasan
BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS
A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan
B. Perlakuan Terhadap Naskah Inas Berdasarkan Klasifikasi
Keamanan
BAB V KEWENANGAN PENANDATANGANAN
A. Penggunaan Garis Kewenangan
B. Penandatanganan
C. Ikhtisar Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS
A. Naskah Dinas masuk
B. Naskah Dinas keluar
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BAB II
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Naskah Dinas Arahan

Naskah Dinas Arahan di lingkungan KESDM dapat bersifat pengaturan,

penetapan, dan penugasan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Naskah Dinas Pengaturan
Naskah Dxnas bersifat pengaturan yang terdiri atas Peraturan,
Instruksi, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran, dengan
ketentuan jenis dan format sebagai berikut:
a. Peraturan
1) Peraturan merupakan Naskah Dinas bersifat mengatur
yvang memuat ketentuan bersifat umum dan mengatur
pelaksanaan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan/atau berkaitan dengan
tugas KESDM.
2) Wewenang penetapan dan penandatanganan Peraturan
adalah Menteri.
3) Susunan:
a) Kop Peraturan

(1) Lambang Negara; dan

(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

b) Judul memuat:

(1) tulisan PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA ditulis dengan huruf kapital,

(2) mnomor dan tahun peraturan ditulis di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA;

(3) kata penghubung “TENTANG” ditulis di tengah
dengan huruf kapital di bawah kata "NOMOR”;
dan

(4) “NAMA PERATURAN” ditulis dengan huruf
kapital di tengah di bawah kata “TENTANG?”.
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c) Pembukaan terdiri atas:

(1) Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA” di tengah ditulis di bawah “NAMA
PERATURAN” dengan huruf kapital,

(2) Nama jabatan Menteri ditulis "MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA” ditulis di bawah kata "DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” dengan
huruf kapital di tengah margin dan diakhiri tanda
baca koma (,);

(3) Konsiderans diawali kata "Menimbang” diawali
dengan huruf kapital memuat uraian singkat
mengenai pokck pikiran sebagai pertimbangan
dan alasan perlunya ditetapkan peraturan.
Apabila konsiderans "Menimbang” memuat lebih
dari 1 (satu) pokok pikiran, maka setiap pckok
pikiran diawali huruf abjad dirumuskan dalam 1
(satu) kalimat diawali kata "bahwa” dan diakhiri
tanda baca titik koma (3);

(4) Dasar hukum diawali kata "Mengingat” diawali
dengan huruf kapital memuat peraturan
perundang-undangan secbagai dasar pengeluaran
peraturan. Apabila dasar hukum sebagai dasar
pengeluaran peraturan lebih dari 1 (satu), maka
nomor urut ditulis angka arab dan diakhiri tanda
baca titik koma (;); dan

(5) Diktum:

() Memutuskan diawali kata “MEMUTUSKAN"
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
tanda baca titik dua () serta diletakkan pada
tengah margin;

(b) di bawah kata “MEMUTUSEKAN” ditulis kata
“Menetapkan” diawali dengan huruf kapital
dan diakhiri tanda baca titik dua (:) ditulis
sejajar ke bawah kata “Menimbang” dan

“Mengingat”; dan
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(c) “NAMA PERATURAN” ditulis setelah kata
“Menetapkan” dan didahului kata
“PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ...”
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
tanda baca titik (.).

d) Batang Tubuh memuat:

(1) memuat semua substansi kebijakan yvang akan
diatur meliputi ketentuan umum, materi pokok,
sanksi administratif, ketentuan peralihan (jika
diperlukan), dan ketentuan penutup;

(2) jarak baris tiap Bab baru 1 enter, jarak tiap judul
Bab ke Pasal 1 enter. Seluruh line spacing yvang
digunakan 1,5 spasi; dan

(3) materi muatan vang akan diatur dapat disusun
secara sistematis dalam Buku, Bab, Bagian,
Paragraf, dan Pasal yang menguraikan secara
rinci tentang kebijakan yvang diatur.

€) Penutup memuat:

(1) penutup ditulis “Peraturan Menteri ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan” diakhiri
tanda baca titik (.);

(2) perintah pengundangan dan penempatan
peraturan dalam  Berita Negara  Republik
Indonesia ditulis “Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia” di
bawah kata Peraturan Menteri ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan, dan diakhiri tanda
baca titik (.);

(3) rumusan tempat diawali dengan  frasa
“Ditetapkan di” diikuti nama kota sesuai alamat
instansi dan rumusan tanggal penetapan
Peraturan diawali dengan frasa “pada tanggal”
diikuti tanggal penetapan yang ditulis di sebelah

kanan;
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(4) nama jabatan yang menetapkan ditulis dengan
huruf kapital di bawah kata pada tanggal
penetapan, kata MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL yang di bawahnya
ditulis kata REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda
baca koma (,); dan

(5) tanda tangan dan nama pejabat ditulis dengan
huruf kapital, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan
nomor induk pegawai di tengah nama jabatan
tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi.

Pengundangan dalam Berita Negara Republik

Indonesia merupakan kewenangan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan,
memuat:

(1) tempat dan tanggal pengundangan di sebelah kiri
diawali dengan huruf kapital;

(2) nama jabatan yang berwenang menandatangani
ditulis dengan huruf kapital, di sebelah kiri di
bawah kata tanggal pengundangan dengan kata
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA pada akhir
kata REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda baca
koma (,);

(3) nama lengkap pejabat yang menandatangani,
ditulis dengan huruf kapital, tanpa gelar, pangkat,
golongan, dan nomor induk pegawai, di sebelah
kiri tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi;
dan

(4) pada bagian akhir penutup dicantumkan kata
“BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ... NOMOR ...” ditulis dengan huruf
kapital.
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g) Lampiran Peraturan
(1) Lampiran Peraturan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan dapat berupa
pedoeman atau petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis.
(2) Susunan Lampiran Peraturan, memuat:
(a) tulisan:

i. LAMPIRAN ditulis dengan huruf kapital
di sebelah kiri tanpa diakhiri tanda
baca;

ii. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA, ditulis dengan huruf
kapital di sebelah kiri, tanpa diakhiri
tanda baca di bawah kata LAMPIRAN;
dan

iii. NOMOR dan TAHUN di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA;

(b)  judul memuat keterangan:

i. kata penghubung “TENTANG” ditulis
dengan huruf kapital di bawah kata
NOMOR dan TAHUN?”;

ii. “NAMA PERATURAN” ditulis di sebelah
kiri dengan huruf kapital di bawah kata
“TENTANG”; dan

iii. “JUDUL LAMPIRAN PERATURAN”
ditulis di tengah margin dengan huruf
kapital,

(c) Batang tubuh lampiran peraturan dapat
terdiri atas:

i. pendahuluan, berisi antara lain latar
belakang dasar pemikiran, maksud dan
tujuan, ruang lingkup dan/atau tata
urut atau sistematika, dan pengertian;
dan

ii. uraian, daftar, tabel, gambar, peta,

dan/atau sketsa;
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(d) Penutup lampiran peraturan terdiri atas:
i. nama jabatan yang menectapkan ditulis
dengan huruf kapital dengan kata
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL yang di bawahnya ditulis kata
REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda
baca koma (,); dan
ii. tanda tangan dan nama pejabat di tulis
dengan huruf kapital, tanpa gelar,
pangkat, golengan, dan nomor induk
pegawai di tengah nama jabatan tanpa
tanda kurung dan tidak digarisbawahi;
dan
() Lampiran peraturan yang berbentuk
tabel/gambar/peta dibuat berupa image
atau PDF.
4) Cap Menteri tidak dipergunakan dalam peraturan
dan/atau lampiran peraturan.
Format Peraturan dan Lampiran Peraturan sebagaimana

tercantum dalam Contch 1 dan Contoh 2 sebagai berikut:
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Contoh 1. Format Peraturan

Untuk
halaman 1,
margin atas
8cm 8 cm dari
tulisan
peraturan

A 4

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(NAMA PERATURAN)]
) 1 enter
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) 1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
0,5ecm
) <« ) 2 enter
<«—Menimbang 1 a bahwa....... e, ; —
23 cm 3cm lcm 2,5¢em
< P b, bahwa . :
3,5¢cm
) 1 enter
Mengingat EE OO :
B2 OO U RSO URRRP RO
) 1 enter
«— > MEMUTUSKAN:
3,5¢m

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG ...

) 1 enter

BAB 1
KETENTUAN UMUM

) 1 enter
Bagian Kesatu...

Paragraf 1

) 1 enter

Pasal 1
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3,5¢cm

B
»

A

) 1 enter

BAB 11

Bagian” Kesatu

Paraéraf 1
) 1 enter
Pasal 3
(1 ..
2) ...
) 1 enter
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
N ) 1 enter
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

) 1 enter
Diundangkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

) 2 enter

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESTIA TAHUN ... NOMOR ...

2,5cm
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Contoh 2. Format Lampiran Peraturan

A
- 10 -

+“—>

2,5cm 2,5cm

+—— [ AMPIRAN

t5cm

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(NAMA PERATURAN)

) 2 enter

(JUDUL LAMPIRAN PERATURAN)

) 2 enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan  )3enter

NAMA PENANDA TANGAN

I 2,5cm
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Instruksi

1) Instruksi merupakan Naskah Dinas yang memuat petunjuk
pelaksanaan suatu kebijakan dan/atau ketetapan, baik
bersumber ketentuan peraturan perundang-undangan lebih
tinggi maupun berdasarkan kebijakan pimpinan.

2) Wewenang penctapan dan penandatanganan Instruksi
adalah Menteri atau pejabat yang berwenang.

3) Susunan:

a) Kop Instruksi Menteri
(1) Lambang Negara; dan
(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

b) Kop Instruksi Instruksi Pimpinan Unit Organisasi
berdasarkan mandat/delegasi/pelaksanaan tugas
sehari-hari
(1) Logo KESDM; dan
(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

c) Judul memuat:

(1) tulisan “INSTRUKSI” ditulis dengan huruf kapital
di tengah di bawah kata REPUBLIK INDONESIA
dilanjutkan kata:

(@ wuntuk Instruksi Menteri atau berdasarkan
mandat Menteri tulisan “MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA”; atau

(bp) untuk Instruksi Pimpinan Unit Organisasi
berdasarkan delegasi/tugas sehari-hari,
tulisan “PIMPINAN UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL”,

ditulis dengan huruf kapital.

(2) nomeor Instruksi ditulis di bawah kata:

(7 “MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA” untuk
Instruksi Menteri atau berdasarkan mandat

Menteri; atau
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(b) “KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL” untuk Instruksi Pimpinan
Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/ pelaksanaan tugas sehari-hari;

(3) kata penghubung “TENTANG” ditulis di tengah
dengan huruf kapital di bawah kata "NOMOR”;
dan

(4) “NAMA INSTRUKSI” ditulis dengan huruf kapital
di tengah di bawah kata “TENTANG”.

d) Pembukaan terdiri atas:

(1) memuat nama jabatan:

(a) Menteri ditulis "MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA” untuk Instruksi Menteri atau
Instruksi berdasarkan mandat Menteri; atau

(b) Pimpinan Unit Organisasi ditulis "PIMPINAN
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL” untuk
Instruksi Pimpinan Unit Organisasi
berdasarkan delegasi/pelaksanaan tugas
sehari-hari,

dengan huruf kapital di tengah di bawah kata

NAMA INSTRUKSI” dan diakhiri tanda baca

koma (,); dan

(2) alasan dikeluarkan instruksi diikuti kata “dengan
ini menginstruksikan” diikuti tanda baca titik
dua ().

€) Batang Tubuh:

(1) memuat substansi kebijakan yang akan
diinstruksikan dalam instruksi,

(2) dimulai kata "Kepada” di tepi kiri serta
nama/jabatan pegawai yang mendapat perintah;
dan

(3) di bawah "Kepada” ditulis *Untuk” disertai tugas
yvang harus dilaksanakan.
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f) Penutup memuat:

(1) rumusan tempat diawali dengan  frasa
“Dikeluarkan di” diikuti nama kota sesuai alamat
instansi dan rumusan tanggal penetapan
instruksi diawali dengan frasa “pada tanggal”
diikuti tanggal penetapan yang ditulis di sebelah
kanar;

(2) nama jabatan yang menetapkan ditulis dengan
huruf kapital di bawah kata pada tanggal
penetapan dan untuk yang ditandatangani:

(a) Menteri, penulisan MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL yang di bawahnya
ditulis kata REPUBLIK INDONESIA;

(b) berdasarkan mandat Menteri, penulisan a.n
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL vang di bawahnya ditulis kata
PIMPINAN UNIT ORGANISASI; atau

(c) Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/pelaksanaan  tugas sehari-hari,
penulisan PIMPINAN UNIT ORGANISASI
vang di bawahnya ditulis kata
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL,

diikuti tanda baca koma (,); dan

(3) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan
huruf kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan
nomor induk pegawai di bawah nama jabatan
tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi.

4) Cap Menteri dipergunakan dalam Instruksi Menteri.

95) Cap Dinas dipergunakan dalam Instruksi berdasarkan
mandat Menteri dan Instruksi Pimpinan Unit Organisasi
berdasarkan delegasi/tugas sehari-hari.

Format Instruksi sebagaimana tercantum dalam Contoh 3,

Contoh 4, dan Centch 5 sebagai berikut:
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Contoh 3. Format Instruksi Menter1

Untuk
halaman 1,
margin atas
& cm dari
tulisan
instruksi

INSTRUKSI
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ..... I/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun

TENTANG
(NAMA INSTRUKSI)

) 1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

) 2 enter
<«—» Dalam rangka ... dengan ini menginstruksikan: «—>

2,5¢em )1 enter 2,5¢cm

Kepada S

) 1 enter
Untuk STV T RSSO :

KESATU et e ;
KEDUA et e ;

) 2 enter
Dikeluarkan di ...

pada tanggal ...

) 1 enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Cap

Menteri tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

2,5¢cm
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Contoh 4. Format Instruksi berdasarkan Mandat Menteri

2020, No.

A
Untuk
halaman 1,
margin atas
8em 8 cgm dari
tulisan
instruksi
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA il
INSTRUKSI
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ..... I/ kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA INSTRUKSI)
) 1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
) 2 enter
4 Dalam rangka ... dengan ini menginstruksikan: >
2,5cm 2,5cm
Kepada S
2. ...
) 1 enter
UntUK 0 ]
) 1 enter
KE S AT U e
) 1 enter
KEDUA s ;
) 2 enter

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL.../

INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...........

Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

2,5cm

122

www.peraturan.go.id



2020, No. 122 34

Contoh 5. Format Instruksi Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/tugas sehari-hari

Untuk
halaman 1,
margin atas
8 com dari
tulisan
instruksi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL.../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: ..... [/ kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
TENTANG

(NAMA INSTRUKSI)

) 1 enter

SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL .../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

) 2 enter

Dalam rangka ... dengan ini menginstruksikan: >
2,5cm

2,5cm

Kepada S D

) 1 enter

Untuk ettt :
KESATU ettt :
KEDUA ST :

) 2 enter

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter

SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL.../
INSPEKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN....
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

2,5cm
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c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1)

2)

SOP merupakan Naskah Dinas yang memuat serangkaian

petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu.

SOP bertujuan untuk:

a)

b)

o

)

menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat
penyampaian petunjuk;

memudahkan pekerjaan;

memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan
kegiatan; dan

meningkatkan kerja sama antara pimpinan dan unsur

pelaksana (staf nonstruktural).

Wewenang penetapan dan penandatanganan SOP adalah

pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

Susunan:

a)

Halaman Judul

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai
sampul muka sebuah SOP yang berisi informasi
mengenai:

(1) Judul SOP;

(2) Nama Unit Organisasi/Unit;

(3) Tahun; dan

(4) Informasi lain vang diperlukan.

Format halaman judul SOP sebagaimana tercantum

dalam Contoh 6 dan Contoh 7 sebagai berikut:

2020, No.

122
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Contoh 6. Halaman Judul SOP
vang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi

Untuk
2 om halaman 1,
margin atas
8 com dari
tulisan
standar
)2enter e
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
........................ ( JudulSOP)
(Nama Unit Organisasi)
(Tahun)
P
Contoh 7. Halaman Judul SOP
yang ditandatangani Pimpinan Unit
A
Untuk
8 cm halaman 1,
margin atas
8 cm dari
tulisan
standar
) 2 enter e
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
v

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(Judul SOP)

(Nama Unit)
(Tahun)
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Keputusan Pimpinan

Karena SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai,

maka harus memiliki kekuatan hukum. Dalam

halaman selanjutnya setelah halaman judul, disajikan
keputusan Pimpinan tentang penetapan SOP.

Daftar isi SOP

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu

mempercepat pencarian informasi dan menulis

perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian tertentu
dari SOP terkait.

Penjelasan singkat penggunaan

Sebagai sebuah manual, maka SOP memuat

penjelasan bagaimana membaca dan

menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain
mencakup:

(1) Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan prosedur
dibuat dan kebutuhan organisasi; dan

(2) Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai
prosedur yvang dibuat.

Bagian Identitas

Bagian Identitas dalam SOP dapat dijelaskan sebagai

berikut:

(1) Logo KESDM dan nama Unit Organisasi dan/atau
Unit pembuat SOP;

(2) Nomor SOP;

(3) Tanggal Pembuatan, diisi tanggal pembuatan SOP
oleh pejabat yang berwenang di unit organisasi
dan/atau unit;

(4) Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau
tanggal rencana diperiksa kembali SOP vang
bersangkutan;

(9) Tanggal Efektif, diisi tanggal SOP mulai
diberlakukan;

www.peraturan.go.id
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(6) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada
Unit Organisasi dan/atau Unit dengan nama
jabatan, tanda tangan, nama pejabat dan diberi
Cap Dinas tanpa disertai dengan Nomor Induk
Pegawai;

(7) Judul SOP, sesuai dengan kegiatan serta tugas
dan fungsi yang dimiliki;

(8) Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-
undangan yvang mendasari prosedur pembuatan
SOP;

(9) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai
keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan
prosedur lain yang distandarkan {(SOP lain yang
terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan
kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan
tersebut);

(10) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, indikasi
berbagai permasalahan yang mungkin muncul
dan berada di luar kendali pelaksana ketika
prosedur dilaksanakan, dan berbagai dampak lain
vang ditimbulkan serta  bagaimana  cara
mengatasinya apabila diperlukan. Umumnya
menggunakan kata peringatan, yaitu jika/apabila-
maka atau batas waktu kegiatan harus sudah
dilaksanakan;

(11) Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan
mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan
dalam melaksanakan perannya pada prosedur
yvang distandarkan;

(12) Peralatan dan  Perlengkapan, memberikan
penjelasan mengenai daftar peralatan utama
(pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan vang
terkait secara langsung dengan prosedur yang

dibuat menjadi SOP; dan
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(13) Pendataan dan Pencatatan, memuat berbagai hal
yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat
tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-
formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap
pelaksana yang terlibat dalam proses. Setiap
pelaksana yang ikut berperan dalam proses,
diwajibkan untuk mendata dan mencatat apa
yang sudah dilakukannya, dan memberikan
pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya
dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya.
Pendataan dan pencatatan akan menjadi
dokumen yang memberikan informasi penting
mengenai “apakah prosedur telah dijalankan
dengan benar”.

Format Bagian Identitas SOP sebagaimana tercantum

dalam Contoh 8 sebagai berikut:

Contoh 8. Bagian Identitas SOP

Nomor SOP2I
Tanggal Pembuatan(!
Tanggal Revisi®
Tanggal Efektifi5)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Disahkan oleh Pimpinan Unit Organisasi/Unit
NAMA UNIT ORGANISASI tanda tangan
NAMA UNIT 1) Nama Pejabat
Judul SOP7I
Dasar Hukum® Kualifikasi Pelaksanallll
1. 1.
2.
3.
4.
5.
Keterkaitan©l Peralatan dan Perlengkapan(!Zl
Peringatan/(10l Pendataan dan Pencatatan (13
Jika/apabila....maka.....
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f)  Bagian Flowchart

Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai

langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan

sistematis dari prosedur yang distandarkan, yang
berisi:

(1) Nomor, diisi nomor urut;

(2) Kegiatan, diisi tahapan kegiatan yang merupakan
urutan logis suatu proses kegiatan dan biasanya
menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-;

(3) Pelaksana, merupakan pelaku (aktor) kegiatan
yvang dideskripsikan dengan menggunakan simbol
diagram alir sesuai dengan proses yang
dilakukan. Pelaksana diisi dengan nama jabatan
Aparatur Sipil Negara (Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional)
yvang ada di Unit Organisasi dan/atau Unit vang
melakukan preses kegiatan. Urutan penulisan
jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih dahulu
melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP
tersebut terkait dengan unit lain, maka jabatan
unit kerja lain diletakan setelah kolom jabatan di
unit yang bersangkutan;

(4) Mutu Baku, berisi kelengkapan, waktu, dan
output. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka
setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan
mutu baku tertentu, seperti waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan sesuai
dengan persyaratan/kelengkapan vang
diperlukan. Mutu baku ini akan menjadi alat
kendali mutu sehingga preduk akhirnya dari
sebuah proses telah memenuhi kualitas yang
diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam
standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam
pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya
SOP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur
meskipun muatan dari unsur tersebut akan

berbeda sesuai dengan  kebutuhan  unit.
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Norma waktu bisa dalam hitungan menit, jam,
atau hari; dan

(9) Keterangan, berisi penjelasan dalam  hal
dibutuhkan.

Format Bagian Flowchart SOP sebagaimana tercantum

dalam Contoh 9 sebagai berikut:
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Contoh 9. Bagian Flowchart SOP
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Prosedur: Penyelenggaraan Workshop/Konsinyering/ Focus Group Di. ion (FGD)/ /Rapat
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pimpinan Jabatan Keterangan
Tinggi b F / Waktu Output
Pratama Pelaksana
ke Renstra KESD'M, Stande'lr .
1 1 Worksh, ing/ Pelayanan, SK Proses Bisnis, 30 menit | Disposisi
’ FGD/Sosialisasi/ lmemalisasi/’liapat ® Kepmien Froses Bianis, Kritllc
saran masyarakat
—
Merencanakan penyelenggaraan
Workshop/Konsinyering/FGD /Sosialisasi/Inter < s . ’ g
2 nalisasi/Rapat dan menugaskan Pengawas Dispoaisi QU;menit | Disposial
untuk mengumpulkan bahan
Menyusun target peserta dan bahan yang Jadwal dan
3 diperlukan  serta menugaskan Jabatan Disposis 1am materi yang
ional untuk i ] akan
menyiapkan bahan dan konsep undangan dievaluasi
z : . v Bahan
& Membantu menyiapkan bahan materi dan Jadwal dan materi yang akan | 2 hari eveluasl
konsep undangan dievaluasi kerja Di E2
1SpOsIst
Memeriksa dan menelaah bahan materi dan 3 hari Bahan
5 | konsep undangan, dan menyampaikan kepada ’ : Bahan evaluasi, Disposisi Letia evalugsi
Administrator Tidak 2
Memeriksa dan menelaah kesiapan
penyelenggaraan kegiatan 3 hari Bahan
6 | Workshop/Konsinyering/FGD /Sosialisasi/Inter Bahan evaluasi keria evaluasi dan
nalisasi/Rapat dan menyampaikan kepada ) telaahan
Pimpinan Tinggi Pratama
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g) Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau
contoh-contech formulir yang dapat mendukung
penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat
kelengkapan suatu kegiatan.

Surat Edaran

1) Surat Edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat
petunjuk dan/atau penjelasan mengenai hal penting dan
mendesak untuk diperhatikan serta  dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
bersifat umum, dan berlaku tetap.

2)  Wewenang penetapan dan penandatanganan Surat Edaran
adalah Menteri atau pejabat yang berwenang.

3) Susunan:

a) Kop Surat Edaran Menteri
(1) Lambang Negara; dan
(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

b) Kop Surat Edaran Pimpinan Unit Organisasi
berdasarkan mandat/delegasi/pelaksanaan tugas
sehari-hari:

(1) Logo KESDM; dan
(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

c) Alamat dituju
Alamat dituju diawali kata Yang terhormat tidak
disingkat, di bawah Kop Surat Edaran dari sebelah kiri
kertas 2,5 cm dari tepi kertas. Tujuan alamat kepada
sescorang atau pengganti nama orang, seperti nama
jabatan diikuti nama instansi, ditulis baris berikutnya.
Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
sesuai gelar akademiknya, kata sapaan Bapak, Ibu
atau Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku
juga apabila yang dituju memiliki pangkat.

d) Judul memuat:

(1) tulisan “SURAT EDARAN”, ditulis dengan huruf
kapital di tengah di bawah alamat dituju;
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(2) nomor Surat Edaran ditulis di bawah kata SURAT
EDARAN;

(3) kata penghubung “TENTANG” ditulis di tengah
dengan huruf kapital di bawah kata "NOMOR”;
dan

(4 “NAMA SURAT EDARAN” ditulis dengan huruf
kapital di bawah kata “TENTANG”.

e¢) Batang Tubuh ditulis di bawah judul, menggunakan
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang
memuat:

(1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat
edaran;

(2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran,

(3) ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;

(4) peraturan perundang-undangan atau Naskah
Dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat
edaran;

(9) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap
mendesak; dan

(6) penutup.

f) Penutup memuat:

(1) rumusan tempat diawali dengan  frasa
“Ditetapkan di” diikuti nama kota sesuai alamat
instansi dan rumusan tanggal penetapan Surat
Edaran diawali dengan frasa “pada tanggal” diikuti
tanggal penetapan yang ditulis di sebelah kanan;

(2) nama jabatan yang menctapkan ditulis dengan
huruf kapital di bawah kata pada tanggal
penetapan dan untuk yang ditandatangani:

(a) Menteri, penulisan MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL yang di bawahnya
ditulis kata REPUBLIK INDONESIA,

(b) mandat Menteri, penulisan a.n. MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
yvang di bawahnya ditulis jabatan dari
PIMPINAN UNIT ORGANISASI; atau

www.peraturan.go.id



s 2020, No. 122

(c) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi,
penulisan PIMPINAN UNIT ORGANISASI
yang di bawahnya ditulis kata
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL,

di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti

tanda baca koma (,); dan

(3) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan
huruf kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan
nomor induk pegawai di bawah nama jabatan
tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi.

g) Cap Menteri dipergunakan dalam Surat Edaran
Menteri.

h) Cap Dinas dipergunakan dalam $Surat Edaran
Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
mandat/delegasi/pelaksanaan tugas sehari-hari.

i) Tembusan
Untuk Surat Edaran tidak perlu mencantumkan
tembusan.

Format Surat Edaran sebagaimana tercantum dalam

Contch 10, Contoh 11, dan Contoh 12 sebagai berikut:
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Contoh 10. Format Surat Edaran Menteri

Untuk

halaman 1
margin atas 8
cm dari
alamat dituju

Yang terhormat

) 2 enter

SURAT EDARAN
NOMOR: ..... E/kode klasifikasi/ kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA SURAT EDARAN)

) 2 enter

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Cap
Menteri  Jtanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

2,5¢cm
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Contoh 11. Format Surat Edaran berdasarkan mandat Menteri

Untuk
halaman
1, margin
atas 8 cm
dari
alamat
dituju

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat

aScm Lt eereessesseeseeane
) 2 enter

SURAT EDARAN
NOMOR: ..... E/kode klasifikasi /kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA SURAT EDARAN)

) 2 enter

.........................................................................................................................
........................................................................................................................

) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL .../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...,

Cap

Dinas tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

2,5cm
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Contoh 12. Format Surat Edaran Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/tugas sehari-hari

Untuk
halaman
1, margin
8cm atas 8
cm  dari
alamat
dituju

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat

Lo,
2 e
) 2 enter
SURAT EDARAN
NOMOR: ..... E /kode klasifikasi masalah/kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA SURAT EDARAN)
) 2 enter
.................................................................................................................................................. -«
............................................................................................................. 2cm
) 1 enter
m } 1 enter
) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter

SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL.../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

I 2,5cm
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4)  Pembuatan Surat Edaran yang ditetapkan oleh pejabat lain
yvang berwenang menggunakan Kop dan format Surat
Edaran sebagaimana Contoh 12.
2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)
a. Keputusan merupakan Naskah Dinas yang memuat materi
bersifat:
1) kebijakan substansi sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2) kebijakan pelaksanaan tugas schari-hari antara lain
mengenai ketatalaksanaan, keorganisasian, kepegawaian,
keuangan, barang milik negara, perizinan, pelimpahan
wewenang, dan/atau pembentukan kepanitiaan, yang dapat
digunakan untuk pengukuhan atau pembatalan dan
menjadi  landasan hukum dalam pelaksanaan atau
penyelesaian setiap hal.
b. Wewenang penetapan dan penandatanganan Keputusan adalah
Menteri atau pejabat yang berwenang.
C. Susunan:
1) EKop Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Untuk Keputusan Menteri
(1) Lambang Negara; dan
(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA.
b) Untuk Keputusan Pimpinan Organisasi berdasarkan
mandat/delegasi/pelaksanaan tugas sehari-hari,
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang, Keputusan Pimpinan Unit/UPT
(1) Logo KESDM; dan
2] tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.
2)  Judul memuat:
a) tulisan :
(1) “KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA” untuk
Keputusan Menteri atau Keputusan

berdasarkan mandat Menteri;
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b)
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(2) tulisan “KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT
ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL” untuk EKeputusan
Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/pelaksanaan tugas sehari-hari;

(3) tulisan “KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA UNIT ORGANISASI/UNIT
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL” untuk Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran [Kuasa Pengguna Barang; atau

(4) tulisan “KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT
PELAKSANA TEKNIS ... UNIT ORGANISASI”
untuk Keputusan Pimpinan Unit/UPT,

ditulis dengan huruf kapital di bawah kata REPUBLIK

INDONESIA,;

nomor Keputusan ditulis di bawah kata:

(1) “KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA” untuk
Keputusan Menteri atau Keputusan berdasarkan
mandat Menteri;

(2) “KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL” untuk Keputusan Pimpinan Unit
Organisasi berdasarkan delegasi/pelaksanaan
tugas sehari-hari;

(3) “KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA
UNIT ORGANISASI/UNIT KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL” untuk
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang; atau

(1) “KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT /UNIT
PELAKSANA TEKNIS KANTOR UNIT
ORGANISASI” untuk Keputusan Pimpinan
Unit/UPT;
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c) kata penghubung “TENTANG” ditulis di tengah
dengan huruf kapital di bawah kata "NOMOR”; dan
d) “NAMA KEPUTUSAN” ditulis dengan huruf kapital di
tengah di bawah kata “TENTANG”.
3) Pembukaan terdiri atas:

a) frase "1DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
ditulis di tengah di bawah kata “NAMA KEPUTUSAN”
dengan huruf kapital untuk Keputusan Menteri.

b) nama jabatan untuk:

(1) Keputusan Menteri ditulis "MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA” ditulis di bawah kata "DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;

(2) Keputusan berdasarkan mandat Menteri ditulis
*MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA” ditulis di
bawah kata "NAMA KEPUTUSAN?”;

(3) Keputusan Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasif/tugas sehari-hari ditulis “PIMPINAN
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL” ditulis di bawah kata
?NAMA KEPUTUSAN?”;

(4) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang ditulis “KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA UNIT ORGANISASI/UNIT
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL” ditulis di bawah kata "NAMA
KEPUTUSAN”; atau

(9) Keputusan Pimpinan Unit/UPT ditulis “PIMPINAN
UNIT/UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
KERJA UNIT ORGANISASI” ditulis di bawah kata
"NAMA KEPUTUSAN",

dengan huruf kapital di tengah margin diakhiri tanda

baca koma (,).
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c) Konsiderans diawali kata "Menimbang” diawali
dengan huruf kapital memuat uraian singkat mengenai
pekek  pikiran dan latar  belakang < sebagai
pertimbangan serta alasan perlunya ditetapkan
Keputusan. Apabila  konsiderans "Menimbang”
memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, maka setiap
pekek pikiran diawali huruf abjad dirumuskan dalam 1
(satu) kalimat diawali dengan kata “bahwa” dan
diakhiri tanda baca titik koma (;).

d) Dasar hukum diawali kata "Mengingat” diawali
dengan huruf kapital memuat peraturan perundang-
undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.
Apabila dasar hukum sebagai dasar pengeluaran
keputusan lebih dari 1 (satu), maka nomeor urut ditulis
dengan angka arab dan diakhiri tanda baca titik koma
G)-

¢) Diktum memuat:

(1) Memutuskan diawali kata “MEMUTUSKAN”
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda
baca titik dua (:), serta diletakkan pada tengah
margin;

(2) di bawah kata “MEMUTUSKAN” ditulis kata
“Menetapkan” diawali dengan huruf kapital dan
diakhiri tanda baca titik dua (:) ditulis sejajar ke
bawah kata “Menimbang” dan “Mengingat”; dan

(3) “NAMA KEPUTUSAN” ditulis setelah kata
“Menetapkan” dan didahului kata:

(a) “KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ...”
untuk Keputusan Menteri atau Keputusan
berdasarkan mandat Menteri,

(b) “KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TENTANG ...” untuk
Keputusan  Pimpinan  Unit  Organisasi
berdasarkan  delegasi/pelaksanaan tugas

schari-hari;
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(¢ “KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA  UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TENTANG ...” untuk
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang; atau

(dj “KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT
PELAKSANA TEKNIS ... UNIT ORGANISASI
TENTANG ...” untuk Keputusan Pimpinan
Unit/UPT,

ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda

baca titik (.).
4)  Batang Tubuh memuat:

a) semua substansi kebijakan yang akan ditetapkan
dalam keputusan berisi materi muatan dituangkan
dalam diktum dengan tulisan KESATU, KEDUA,
KETIGA, dan seterusnya, dengan huruf kapital dan
diikuti tanda baca titik dua (:); dan

b] materi muatan yang akan diatur dituangkan dalam
diktum dengan tulisan KESATU, KEDUA, KETIGA,
dan seterusnya yang menguraikan secara rinci tentang
kebijakan yang ditetapkan dengan singkat dan jelas
menggunakan kaidah bahasa indonesia yang baik dan
benar.

5)  Penutup memuat:

a) rumusan tempat diawali dengan frasa “Ditetapkan di”
ditulis huruf kapital pada awal kalimat diikuti nama
kota sesuai alamat instansi dan rumusan tanggal
penetapan keputusan diawali dengan frasa “pada
tanggal” diikuti tanggal penetapan yang ditulis di

sebelah kanan;
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5]

7]

-54-

b) mnama jabatan yang menetapkan ditulis dengan huruf
kapital di bawah kata pada tanggal penetapan, yvang
diikuti dengan kata:

(1) “MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL” vyang di bawahnya ditulis kata
“REPUBLIK INDONESIA” untuk Keputusan
Menteri;

(2) “PIMPINAN UNIT ORGANISASI” di bawah kata
“a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL” untuk Keputusan  berdasarkan
mandat Menteri;

(3) “PIMPINAN UNIT ORGANISASI” yang di
bawahnya ditulis kata “KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL”  untuk
Keputusan Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/ pelaksanaan tugas schari-hari;

(4) “KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA UNIT
ORGANISASI” untuk Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; atau

(5) “KEPALA UNIT/UPT” untuk Keputusan Pimpinan
Unit/UPT,

diikuti tanda baca koma (,); dan

c¢) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf
kapital, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor
induk pegawai di bawah nama jabatan tanpa tanda
kurung dan tidak digarisbawahi.

Tembusan

Lampiran

a) Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan yang dapat berupa uraian,
daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.

b) Susunan Lampiran Keputusan, memuat:

(1) tulisan:

(a) LAMPIRAN dengan huruf kapital di sebelah

kiri tanpa diakhiri tanda baca; dan
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(b) untuk lampiran Keputusan:

i. Menteri atau berdasarkan mandat
Menteri penulisan  KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL;

ii. Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/pelaksanaan tugas schari-hari
penulisan “KEPUTUSAN PIMPINAN
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL”;

iii. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Barang penulisan
“KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

BARANG SATUAN KERJA UNIT
ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL ...”;

atau

iv. Pimpinan Unit/UPT penulisan
“KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT
PELAKSANA TEKNIS UNIT
ORGANISASI ...”,

ditulis di bawah kata LAMPIRAN, ditulis
huruf kapital, tanpa diakhiri tanda baca;

(2) Nomor di bawah kata KEPUTUSAN MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA/KEPUTUSAN PIMPINAN
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL/ KEPUTUSAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG SATUAN KERJA UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL/ KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT
PELAKSANA TEKNIS KANTOR UNIT
ORGANISASI;
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(3)
(1)

-56-

tanggal di bawah kata Nomor;

judul memuat:

() kata penghubung “TENTANG” ditulis dengan
huruf kapital di bawah kata "NOMOR” dan
“TANGGAL” dan “NAMA KEPUTUSAN”
ditulis dengan huruf kapital di bawah kata
“TENTANG” untuk Keputusan yang
ditetapkan oleh Menteri; dan

(b) “JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN” ditulis di
tengah margin dengan huruf kapital.

Batang Tubuh Lampiran Keputusan; dan

Penutup Lampiran keputusan memuat:

(@) nama jabatan vyang menetapkan ditulis
dengan huruf kapital di bawah baris terakhir
pada alinea penutup dengan tulisan:

i MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL yang di bawahnya ditulis kata
REPUBLIK INDONESIA untuk
Keputusan Menteri;

ii. PIMPINAN UNIT ORGANISASI di bawah
kata a.n MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL untuk
Keputusan berdasarkan mandat
Menteri;

iii. PIMPINAN UNIT ORGANISASI yang di
bawahnya ditulis kata KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
untuk  Keputusan  Pimpinan  Unit
Organisasi berdasarkan delegasi/tugas
sehari-hari;

iv. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN
KERJA UNIT ORGANISASI untuk
Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; atau
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v. PIMPINAN UNIT/UPT SATUAN KERJA
UNIT ORGANISASI untuk Keputusan
Pimpinan Unit/UPT,

di sebelah kiri diakhiri tanda baca koma (,);

dan

(b) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis
dengan huruf kapital, tanpa gelar, pangkat,
gelongan, dan nomeor induk pegawai di bawah
nama jabatan tanpa tanda kurung dan tidak
digarishawahi.

8 Cap Menteri tidak dipergunakan dalam Keputusan
Menteri.

9) Cap Dinas dipergunakan dalam Keputusan Pimpinan Unit
Organisasi  berdasarkan  mandat/delegasi/pelaksanaan
tugas sehari-hari, Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Unit
Organisasi KESDM, dan Keputusan Pimpinan Unit/ UPT.

10) Khusus keputusan di bidang kepegawaian antara lain
penetapan status pegawai mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Format Keputusan dan Lampiran Keputusan sebagaimana

tercantum dalam Contoh 13 sampai dengan Contoh 22 sebagai

berikut:
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Contoh 13. Format Keputusan Menteri

NOMOR: .... K/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)
) 1 enter
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) 1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
) 2 enter
«—»  Menimbang : a. bahwa ... . —Pp
2,5cm 3cm 2,5ecm
< b, DA WA e, :
3,5¢cm )1 enter
Mengingat  © 1. e ;
1RO P PR PPPPRIPRPIO
) 1 enter
MEMUTUSKAN:

Untuk
halaman 1,
margin atas
& ecm dari
gcm tulisan
keputusan

v

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG ...

) 1 enter
KESATU e
) 1 enter
KEDUA e
) 1 enter
KETIGA e
) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan ) 3 enter
NAMA PENANDA TANGAN
) 1 enter
Tembusan:

I 2,5¢cm

www.peraturan.go.id



0. 2020, No. 122

Contoh 14. Format Keputusan berdasarkan mandat Menteri

A
Untuk
halaman 1,
8cm margin atas
8 cm dari
tulisan
keputusan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
v
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: ..... K/kode klasifikasi/kode jabatan /tahun
TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)
) 1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
) 2 enter
— Menimbang : a. DARWE ... C —
2,
sem B DERWE o 25 m
) 1 enter

MeNnGIN@at  : L. o]

) 1 enter

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL TENTANG ....

) 1 enter
) 1 enter
) 1 enter
) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL...
c JINSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...,
ap
Dinas tanda tangan ) 3 enter
NAMA PENANDA TANGAN
) 1 enter
Tembusan:

I 2,5cm
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Contoh 15. Format Keputusan
Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan delegasi/pelaksanaan tugas sehari-hari

A

Untuk
halaman 1,
margin
atas 8 cm
8cm dari tulisan
keputusan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL|
REPUBLIK INDONESIA

v

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL .../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: ..... K/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun

TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)

) 1 enter
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL .../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

) 2 enter
—» Menimbang : a. bahwa ... e
25cm 25¢cm
' B DAIWEA e :
) 1 enter
MENGINGAL ¢ L. o]
]
) 1 enter
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/

DIREKTUR JENDERAL.../ INSPEKTUR JENDERAL
/KEPALA BADAN... KEMENTERIAN ENERGI DAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG

) 1 enter
KE S AT U o ettt ;
) 1 enter
KB DU At ettt ettt en]
)1 enter
KB T G A f ettt e et
) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL .../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
Cap EMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Dinas
tanda tangan ) 3 enter
NAMA PENANDA TANGAN
) 1 enter
Tembusan:

I 2,5¢cm
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Contoh 16. Format Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Untuk
halaman 1,
margin atas
8cm 8 cm dari
tulisan
keputusan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

v

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT
JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...
NOMOR: ..... K/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)

) 1 enter
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL.../
INSPEKTORAT JENDERAL/BADAN ...,

) 2 enter
«» Menimbang : a. bahwa ... | —
2.5 em LS T 5T o A 2= N 25¢cm
) 1 enter
MENGINGAL 1 L. e ;
et
)1 enter
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA

SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT
JENDERAL.../INSPEKTORAT JENDERAL/BADAN ...
TENTANG ...
)1 enter
) 1 enter
) 1 enter
) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG KANTOR SEKRETARIAT
JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL.../
Cap INSPEKTORAT JENDERAL/BADAN ...
Dinas tanda tangan ) 3 enter
NAMA PENANDA TANGAN
) 1 enter
Tembusan:

I 2,5cm
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Contoh 17. Format Keputusan Pimpinan Unit/UPT

Untuk
halaman 1,
8em margin atas
8 cm dari
tulisan
keputusan

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO.../KEPALA PUSAT.../DIREKTUR.../KEPALA UPT...
SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...
NOMOR: ..... K/kode klasifikasi /kode jabatan/tahun
TENTANG

(NAMA KEPUTUSAN ..)
) 1 enter
KEPALA BIRO.../KEPALA PUSAT.../DIREKTUR.../KEPALA UPT...
SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...

) 2 enter
“—> Menimbang: a. bahwa ...........coooiiiiie e ,
25am B DENWE oo . 25am
) 1 enter

MeNZINGAt : L. oo ;

et e ;
) 1 enter
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA
BIRO.../PUSAT.../DIREKTUR.../KEPALA UPT...
SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT
JENDERAL.../BADAN ... TENTANG ...

) 1 enter
K S AT U ettt et ;
) 1 enter
KEDUA oo oo e et h b et b et b e e eh bt e bt e e b e e ea e e et e e be e ;
) 1 enter
K T G A 1 ettt ettt e et e et e et e ns ;
) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter

KEPALA BIRO.../KEPALA PUSAT.../DIREKTUR.../
KEPALA UPT ...

SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT
JENDERAL .../BADAN ...

Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter
NAMA PENANDA TANGAN
) 1 enter
Tembusan:

I 2,5cm
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Contoh 18. Format Lampiran Keputusan Menteri

I 3cm
+—» LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)

5 cm

) 2 enter
(JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN)

) 2 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

I 2,5cm

Contoh 19. Format Lampiran Keputusan berdasarkan mandat Menteri

I 3cm
+— LAMPIRAN
z5em KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL :
TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)

) 2 enter
(JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN)

) 2 enter
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL...
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...,

Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

I 2,5cm
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Contch 20. Format Lampiran Keputusan

Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan delegasi/tugas sehari-hari

I 3cm
+———» LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR
JENDERAL.../INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR
TANGGAL :
TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)

+5cm

) 2 enter

(JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN)

) 2 enter

SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL.../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,

Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

2,5cm

Contch 21. Format Lampiran Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

I 3cm
+—  » LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL.../INSPEKTORAT
JENDERAL/BADAN ...
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)

£5cm

) 2 enter

(JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN)

) 2 enter
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT
JENDERAL.../INSPEKTORAT JENDERAL .../BADAN ...

Cap

Dinas tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

T 2,5cm
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Contoh 22. Format Lampiran Keputusan Pimpinan Unit/UPT

I 3cm
4+—» LAMPIRAN
5cm KEPUTUSAN KEPALA BIRO.../KEPALA
PUSAT.../DIREKTUR.../KEPALA UPT ...
SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT
JENDERAL.../BADAN ...
NOMOR
TANGGAL :
TENTANG
(NAMA KEPUTUSAN)

) 2 enter

(JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN)

) 2 enter
KEPALA BIRO.../KEPALA PUSAT.../DIREKTUR...
SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT
JENDERAL.../BADAN...

Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

I 2,5cm

3. Naskah Dinas Penugasan
a. Surat Perintah
1) Surat Perintah memuat perintah penugasan dari atasan
vang harus dilaksanakan, baik secara perseorangan
maupun kelompok satuan tugas untuk melaksanakan
pekerjaan/tugas tertentu.
2) Wewenang penetapan dan penandatanganan Surat Perintah
adalah Menteri atau pejabat yang berwenang.
3) Susunan:
a) Kop Surat Perintah Menteri
(1) Lambang Negara; dan
(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA.
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b) Kop Surat Perintah Pimpinan Unit Organisasi
berdasarkan mandat/delegasi/pelaksanaan tugas
sehari-hari
(1) Logo KESDM; dan
(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

c¢) Judul memuat:

(1) untuk Surat Perintah yvang ditandatangani oleh
Menteri, Surat Perintah berdasarkan mandat
Menteri, dan Surat Perintah Pimpinan Unit
Organisasi berdasarkan delegasi/pelaksanaan
tugas sehari-hari tulisan “SURAT PERINTAH” di
bawah kata “REPUBLIK INDONESIA ditulis huruf
kapital;

(2) nomor Surat Perintah ditulis di bawah kata:

() “MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA” untuk
Surat Perintah Menteri atau Surat Perintah
berdasarkan mandat Menteri; atau

(b) “KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL” untuk Surat Perintah
Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/ pelaksanaan tugas sehari-hari;

(3) kata penghubung “TENTANG” ditulis di tengah
dengan huruf kapital di bawah kata "NOMORY”;
dan

(4) “NAMA SURAT PERINTAH” ditulis dengan huruf
kapital di tengah di bawah kata “TENTANG”.

d) Pembukaan terdiri atas:

(1) memuat nama jabatan:

(a) Menteri ditulis "MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA” untuk Surat Perintah Menteri
atau Surat Perintah berdasarkan mandat

Menteri; atau
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(b) Pimpinan Unit Organisasi ditulis “PIMPINAN
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL” untuk Surat
Perintah Pimpinan Unit Organisasi
berdasarkan  delegasi/pelaksanaan tugas
sehari-hari,

dengan huruf kapital di tengah di bawah kata

NAMA SURAT PERINTAH” dan diakhiri tanda

baca koma (,).

Konsiderans diawali kata “Menimbang” diawali

dengan huruf kapital memuat uraian singkat

mengenai pokok pikitan dan latar belakang
sebagai pertimbangan serta alasan perlunya
ditetapkan Surat Perintah. Apabila konsiderans

"Menimbang” memuat lebih dari 1 (satu) pokok

pikiran, maka setiap pokok pikiran diawali huruf

abjad dan dirumuskan dalam 1 (satu) kalimat
diawali dengan kata "bahwa” dan diakhiri tanda

baca titik koma (3).

Dasar hukum diawali kata “Mengingat” diawali

dengan huruf kapital memuat peraturan

perundang-undangan secbagai dasar pengeluaran

Surat Perintah. Apabila dasar hukum sebagai

dasar pengeluaran Surat Perintah lebih dari 1

(satu), maka nomor urut ditulis dengan angka

arab dan diakhiri tanda baca titik koma (;).

Diktum Memerintahkan diawali kata

“MEMERINTAHEKAN” ditulis dengan huruf kapital

dan diakhiri tanda baca ftitik dua () serta

diletakkan pada tengah margin.

Batang Tubuh:

() memuat substansi kebijakan yang akan
diperintahkan dalam Surat Perintah;

(b) dimulai kata "Kepada” di tepi kiri serta nama
dan jabatan pegawai yang mendapat

perintah; dan
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(c) di bawah "Kepada” ditulis "Untuk” disertai
tugas vyang harus dilaksanakan yang
dituangkan dalam diktum dengan tulisan
KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya,
dengan huruf kapital dan diikuti tanda baca
titik dua (z).

(6) Penutup memuat:

() rumusan tempat diawali dengan f{rasa
“Ditetapkan di” ditulis huruf kapital pada
awal kalimat diikuti nama kota sesuai alamat
instansi dan rumusan tanggal penetapan
Surat Perintah diawali dengan frasa “pada
tanggal” diikuti tanggal penetapan yang
ditulis di sebelah kanan; dan

(b) mama jabatan yang menectapkan ditulis
dengan huruf kapital di bawah kata pada
tanggal penetapan dan untuk yang
ditandatangani:

i) Menteri ditulis MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL yang di
bawahnya ditulis kata REPUBLIK
INDONESIA;

ii)  berdasarkan mandat Menteri, ditulis a.n.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL yang di bawahnya ditulis kata
PIMPINAN UNIT ORGANISASI; atau

iiij Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/pelaksanaan tugas schari-hari,
ditulis PIMPINAN UNIT ORGANISASI
vang di bawahnya  ditulis kata
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL,

di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti

tanda baca koma (,); dan
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(7) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan
huruf kapital, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan
nomor induk pegawai di bawah nama jabatan
tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi.

4) Cap Menteri atau Cap Dinas.
9) Tembusan.
6) Hal yang perlu diperhatikan
a) Surat Perintah merupakan pelaksanaan kebijakan
poekok sehingga Surat Perintah harus merujuk pada
suatu peraturan perundang-undangan.
b) wewenang penetapan dan penandatanganan Surat
Perintah dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
Format Surat Perintah sebagaimana tercantum dalam Contoh 23

sampai dengan Contoh 25 sebagai berikut:
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Contoh 23, Format Surat Perintah Menteri

25cm

—p> Menimbang @ a. DalIWa. ...

Untuk
halaman 1,
margin atas
8 om dari
8cm tulisan surat
perintah

SURAT PERINTAH

NOMOR: ..... Pr/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA SURAT PERINTAH)

)1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

] 2 enter

............................................................................................................

............................................................................................................

MEN@ITIEAL 1 Lo e ettt ;

11 enter

MEMERINTAHKAN:

Kepada :1..,

)1 enter

Untuk e e et et et e :
LD N L OO :

LS 51 TP ;
) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

11 enter

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,
Cap
Menteri tanda tangan )3 enter

NAMA PENANDA TANGAN

I 2,5 cm
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Contoh 24. Format Surat Perintah berdasarkan mandat Menteri

r 3

Untuk
halaman 1,
margin atas
8 cm dari
&cm tulisan surat
perintah

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
v
SURAT PERINTAH
NOMOR: ..... Pr/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA SURAT PERINTAH)
) 1 enter
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
) 2 enter
—» Menimbang :a. balWa.........ccocooiiiiiiee ]
2,5¢cm
2,5¢cm
B, DARNWEL ..o
) 1 enter
MENZINZAL & 1. oo s ;
e e e e a e e eanans]
) 1 enter
MEMERINTAHKAN:
Kepada :1...;
2. ..
) 1 enter
Untuk e e ettt ettt et et ettt et e ettt e e et e et eeae e ;
) 1 enter
KB S AT U o ettt ettt ettt e ettt ;
) 1 enter
KB DU A 1 o ettt :
) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter
a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL .../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...,

Cap

Dinas tanda tangan ) 3 enter
NAMA PENANDA TANGAN
) 1 enter
Tembusan:

I 2,5¢cm
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Contoh 25. Format Surat Perintah Pimpinan Unit Organisasi berdasarkan
delegasi/pelaksanaan tugas sehari-hari

A
Untuk
halaman
1, margin
8cm atas 8 cm
dari
tulisan
surat
perintah
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA v
SURAT PERINTAH
NOMOR: ..... Pr/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
TENTANG
(NAMA SURAT PERINTAH)
) 1 enter
SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL.../
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
) 2 enter
— Menimbang :a. bahwa ..., P
25cm Lo T o T2 ¥ o 7= VSOOI : 25m
) 1 enter
MengIngat 1 L. i ;
e )
) 1 enter
MEMERINTAHKAN:
Kepada :1...;
2. ..
) 1 enter
Untuk et ;
) 1 enter
K S AT U o ettt ettt ettt ettt ettt ettt
) 1 enter
K DU A © e
) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
) 1 enter
SEKRETARIS JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL ... /
INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
Cap
Dinas anda tangan ) 3 enter
NAMA PENANDA TANGAN
)} 1 enter
Tembusan:
I 2,5cm
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7)  Pembuatan Surat Perintah yang ditetapkan oleh pejabat
lain yang berwenang menggunakan Kop dan format Surat
Perintah sebagaimana Contch 25.

Surat Tugas

1)  Surat Tugas merupakan Naskah Dinas yang memuat
penugasan dari pejabat/atasan  kepada  pegawai/
bawahannya terkait tugas dan fungsi.

2) Wewenang pembuatan dan penandatanganan Surat Tugas
adalah pejabat yvang berwenang.

3) Susunan:

a) Kop Surat Tugas
(1) Surat Tugas Menteri

(a) Lambang Negara; dan

(b) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

(2) Surat Tugas pejabat di lingkungan KESDM

(a) Logo KESDM;

(b) tulisan:

i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA; dan

iij NAMA UNIT ORGANISASI untuk Unit
Organisasi selain Sekretariat Jenderal;

(c) alamat di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA/NAMA UNIT ORGANISASI;

(d) KOTAK POS, TELEPON, dan FAKSIMILE
ditulis huruf kapital dan e-mail, di sebelah
kiri atas berbaris ke kanan, di bawah alamat;

(e) garis kop surat tebal 1 mm; dan

() warna tulisan dan garis hitam.

b) Judul SURAT TUGAS untuk:
(1) Surat Tugas Menteri atau Surat Tugas
berdasarkan mandat Menteri ditulis huruf kapital

cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di

tengah di bawah kata REPUBLIK INDONESIA;

dan
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(2) Surat Tugas pejabat di lingkungan KESDM ditulis
huruf kapital cetak tebal, jenis huruf  Arial
ukuran 14, di tengah di bawah garis kop Surat
Tugas.

c) mnomor ditulis di bawah kata SURAT TUGAS.

d) Batang Tubuh:

(1) memuat nama pejabat/atasan yang memberi
tugas dan pegawai/bawahan yang diberi tugas
serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat
Tugas;

(2) Jarak baris seluruh line spacing yang digunakan
1 spasi sampai dengan 1,5 spasi.

e) Penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan,
tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat
yvang membuat Surat Tugas tersebut. Posisi bagian
kaki terletak pada bagian kanan bawah.

4) Cap Menteri atau Cap Dinas.
o) Tembusan.
Format Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Contch 26

sampai dengan Contoh 29 sebagai berikut:
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Contoh 26. Format Surat Tugas Menteri

2020, No. 122

) 2 enter

SURAT TUGAS
Nomor : ..... Tug/ kode klasifikasi /kode jabatanftahun

) 2 enter

<+— Yang bertanda tangan di bawah ini :

3cm Nama e
Dengan ini memberi tugas kepada :*)
Nama PO
NIP PO
Pangkat/Gol. Ruang @ ...
Jabatan e
Unit/Unit Organisasi @ .............coccciiiii e,

Untuk melaksanakan tugas

) 1 enter

) 2 enter
Jakarta, ...

) 1 enter
Nama Jabatan,
Cap
Menteri tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan
) 1 enter

Tembusan:

Surat tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan ......

2,5cm

I 2,5cm
Keterangan:

*) uraian penerima tugas dapat disesuaikan dengan kebutuhan
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Contoh 27. Format Surat Tugas berdasarkan mandat Menteri

) 2 enter
SURAT TUGAS
Nomor : ... Tug/ kode klasifikasi /kode jabatan/tahun
) 2 enter
<«—» Yang bertanda tangan di bawah ini : «—>
3em Nama PRSP RRSRTPR 25 em
NIP PR
Pangkat/Gol. Ruang « ...
Jabatan L
Unit/Unit Organisasi @ ....................
) 1 enter
Dengan ini memberi tugas kepada: *)
Nama TP
NIP TP
Pangkat/Gol. Ruang ...
Jabatan TP
Unit/Unit Organisasi @ ...
) 1 enter
Untuk melaksanakan tugas ...
B
Surat tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal ............. sampai
dengan ...
) 2 enter
Jakarta, ...
) 1 enter
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nama Jabatan,
Dcifigs tanda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan:
I 2,5cm
Keterangan:

*) uraian penerima tugas dapat disesuaikan dengan kebutuhan
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Contoh 28. Format Surat Tugas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
KOTAK POS : s TELEPON : (021) s FAKSIMILE : woe ool : .
) 2 enter
SURAT TUGAS
Nomor : ....Tug/ kode klasifikasi /kode jabatan/tahun
) 2 enter
«+—» Yang bertanda tangan di bawah ini : -—
aem Nama e ——— 25¢cm
NIP L s
Pangkat/Gol. Ruang @ .........cccooceeeeeieeee
Jabatan e
Unit e
) 1 enter
Dengan ini memberi tugas kepada: *)
Nama e
NIP R
Pangkat/Gol. Ruang : ......ccccccvvveiviicee e
Jabatan e
Unit L ———————————————
) 1 enter
Untuk melaksanakan tugas
)1emer ...........
Surat tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal ............. sampai
(o =T oo = o SRR
) 2 enter
Jakarta, ...
) 1 enter
Nama Jabatan,
Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan:
I 2,5cm
Keterangan:

*} uraian penerima tugas dapat disesuaikan dengan kebutuhan
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Contoh 29. Format Surat Tugas pejabat di lingkungan Direktorat
Jenderal .../ Inspektorat Jenderal/ dan Badan ...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL.../INSPEKTORAT JENDERAL/BADAN...
KOTAK POS @ . TELEPON : .o FAKSIMILE e-mail | e
) 2 enter
SURAT TUGAS
Nomor : .... Tug/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
<«— Yang bertanda tangan di bawah ini : «—>
3em Nama PP PP PP 25¢cm
NIP L e
Pangkat/Gol. Ruang : ...........cooooiiiiiieeeeee,
Jabatan e
Unit N
)} 1 enter
Dengan ini memberi tugas kepada: *)
Nama e
NIP e
Pangkat/Gol. Ruang : ......ccc.cccooiiiiieeeeiiiicieeee.
Jabatan L .
Unit e
) 1 enter
Untuk melaksanakan tugas .............cccccceiiiiiii
......................................................... i
Surat tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal ........ sampai dengan ..........
) 2 enter
Jakarta, ...
) 1 enter
Nama Jabatan,
Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan: I
2,5cm
Keterangan:

*} uraian penerima tugas dapat disesuaikan dengan kebutuhan
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Naskah Dinas Korespondensi
Naskah Dinas Korespondensi di lingkungan KESDM terdiri atas Naskah
Dinas Korespondensi Intern, Naskah Dinas Korespondensi Ekstern, dan
Surat Undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah Dinas Korespondensi Intern

a. Nota Dinas

1) Nota Dinas dipergunakan untuk komunikasi pejabat antar
unit di dalam organisasi baik vertikal maupun horizontal
berisi laporan, saran atau usulan, dan pemberitahuan
suatu tugas kedinasan.

2) Wewenang penetapan dan penandatanganan Nota Dinas
adalah pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang
dimaksud melaksanakan tugas menyampaikan laporan,
saran atau usulan, dan pemberitahuan. Nota Dinas
digunakan dalam suatu Unit Organisasi di lingkungan
KESDM garis jalur ke atas/ke bawah dan horizontal.

3) Susunan:

a) Kop Nota Dinas
(1) Kop Nota Dinas Menteri

(a) Lambang Negara; dan

(b) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

(2) Kop Nota Dinas Pimpinan Unit Organisasi

(a) Logo KESDM;

(b) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA,

(c) NAMA UNIT ORGANISASI di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA, untuk di lingkungan
Unit Organisasi selain Sekretariat Jenderal;

(d) alamat ditulis di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA/NAMA UNIT ORGANISASI;

() KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE
ditulis huruf kapital dan e-mail, di sebelah
kiri atas berbaris ke kanan, di bawah alamat;

(f) garis kop tebal 1 mm; dan

(g) warna tulisan dan garis hitam.
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b) Kepala Nota Dinas memuat:

(1) tulisan “NOTA DINAS” untuk Menteri dan
Pimpinan Unit Organisasi ditulis huruf kapital
cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di
tengah, dengan warna tinta hitam;

(2) mnomor ditulis di bawah tulisan NOTA DINAS;

(3) alamat tujuan diawali kata Yang terhormat tidak
disingkat diikuti tanda baca titik dua (:), di bawah
Nomor dari sebelah kiri kertas. Tujuan alamat
kepada sesecorang atau pengganti nama orang,
seperti nama jabatan diikuti nama instansi. Jika
nama orang dituju bergelar akademik ditulis
sesuai gelar akademiknya, kata sapaan Bapak,
Ibu atau Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini
berlaku juga apabila yang dituju memiliki
pangkat;

(4) Asal surat di awali kata *Dari” tidak disingkat
dan diikuti tanda baca titik dua (z);

(5) Sifat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di
bawah asal surat;

(6) Lampiran ditulis lengkap diikuti tanda baca titik
dua (:) di bawah sifat dan tidak disingkat. Untuk
lampiran yang jumlahnya sampai dengan sebelas
ditulis dengan huruf dan Lampiran yang
jumlahnya lebih dari satu kata ditulis dengan
angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, atau
berkas);

(7) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di
bawah Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat
secara singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri
tanpa tanda baca apapun; dan

(8) Tanggal ditulis scjajar dengan alamat tujuan
surat di sebelah kanan atas.

c) Batang Tubuh
(1) Batang Tubuh terdiri dari Alinea pembuka, Alinea

Isi, dan Alinea Penutup;
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(2) Alinea ditulis di bawah Hal, dari tepi kiri kertas
dan 2,5 cm dari tepi kanan kertas; dan

(3) Disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia
yang baik dan benar.

d) Penutup memuat:

(1) nama jabatan ditulis diawali dengan huruf kapital
pada setiap awal kata dan diikuti tanda baca
koma (,) di bawah baris terakhir pada alinea
penutup; dan

(2) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis diawali
dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa
gelar, pangkat, golongan, dan nomoer induk
pegawai di bawah nama jabatan tanpa tanda
kurung dan tidak digarisbawahi.

¢) Tembusan

Tembusan Nota Dinas hanya dibuat apabila

diperlukan, dengan ketentuan:

(1) Nota Dinas Menteri dapat ditembuskan kepada

Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan KESDM;
(2) Nota Dinas Pimpinan Unit Organisasi yang
tujukan kepada Menteri dapat ditembuskan
kepada Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan
KESDM; dan
(3) Nota Dinas Pimpinan Unit Organisasi/unit yang
ditujukan ke bawahnya tidak ditembuskan ke
pimpinan Unit Organisasi/unit lainnya.
f) Cap Menteri/Cap Dinas tidak dipergunakan dalam

Nota Dinas.

Format Nota Dinas sebagaimana tercantum dalam Contoh

30 sampai dengan Contoh 32 sebagai berikut:
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Contoh 30. Format Nota Dinas Menteri

)} 2 enter
NOTA DINAS
Nomor : ... /kode klasifikasi /kode jabatan/tahun
) 2 enter
+—> Yang terhormat
3cm .
Dari
Sifat
Lampiran
Hal
) 2 enter
+—» Alinea pembuka ... +—>
A T e 2,5¢cm
} 1 enter
AUINGE IS e
..................................................................................... 4 onter
ANNBA PBNULUD ...
...................................................................................................... 3 inter
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
tanda tangan } 3 enter
Nama Penanda tangan
} 1 enter
Tembusan:
I 2,5cm
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Contoh 31. Format Nota Dinas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4,5cm

) 1 enter
Tembusan:
(lingkup unit intern)

REPUBLIK INDONESIA
KOTAK POS s TELEPON @ s FAKSIMILE @ . e-mail @
) 2 enter
NOTA DINAS
Nomor : .... /kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
<+ Yangterhormat ... e
3cm - Dari
Sifat
Lampiran .
Hal
) 2 enter

<+—— Alinea PemMbUKA ...

) 2 enter
Nama Jabatan,

tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5cm
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Contoh 32. Format Nota Dinas pejabat di lingkungan
Direktorat Jenderal.../Inspektorat Jenderal/Badan...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

TN

. &éa
=

KOTAK POS @ . TELEPON : .. FAKSIMILE : . e-mail 1 e
) 2 enter
NOTA DINAS
Nomor : .... /kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
> Yangterhormat ... e,
3cm .
Dari ;
Sifat ;
Lampiran s
Hal

> Alinea PembUKAa ...

L5 2o 1 o S
) 1 enter 2,5cm
AUINEA S e e et
L
Alinea penutup ..
B
Nama Jabatan,
tanda tangan ) 3enter
Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan:

(lingkup unit intern)

I 2.5¢cm

1) Memorandum bersifat mengingatkan suatu masalah,

b. Memorandum

menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat
kedinasan. Memorandum digunakan sebagai sarana
komunikasi dari pimpinan atau atasan kepada bawahan
atau staf dibawahnya berisi informasi singkat dan

mengingatkan sesuatu hal.
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Wewenang pembuatan dan penandatanganan Memorandum
adalah pejabat di lingkungan Unit Organisasi, Aparatur
Sipil Negara, dan pegawai tertentu sesuai dengan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab.

Susunan:

a) Kop Memorandum

(1) Kop Memorandum Menteri
(a) Lambang Negara; dan
(b) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

(2) Kop Memorandum Unit Organisasi.

(a) Logo KESDM;

(b) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA;

(c) NAMA UNIT ORGANISASI di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA, untuk di lingkungan
Unit Organisasi selain Sekretariat Jenderal;

(d) alamat ditulis di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA/NAMA UNIT ORGANISASI,;

() KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE
ditulis huruf kapital dan e-mail, di bawah
alamat;

(f) garis kop surat tebal 1 mm; dan

(g) warna tulisan dan garis hitam;

b) Kepala Memorandum memuat tulisan

“MEMORANDUM?” untuk:

(1) Menteri ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis
huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA; atau

(2) Pimpinan Unit Organisasi dan Unit/UPT ditulis
huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran
14 di tengah di bawah garis hitam;

c) alamat tujuan diawali kata Yang terhormat tidak

disingkat dan diikuti tanda baca titik dua (:) ditulis di

bawah MEMORANDUM dari sebelah kiri kertas.
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Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama
orang, scperti nama jabatan diikuti nama instansi.
Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
sesuai gelar akademiknya, kata sapaan Bapak, Ibu
atau Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku
juga apabila yang dituju memiliki pangkat;

d) Asal Memorandum di awali kata “Dari” tidak disingkat
dan diikuti tanda baca titik dua (z);

e) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah
kata Dari. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat,
diawali huruf kapital dan tanpa diakhiri tanda baca
apapui,;

fy Batang Tubuh
(1) Batang Tubuh terdiri dari Alinea pembuka, Alinea

Isi, dan Alinea Penutup;

(2) Alinea ditulis dibawah Hal, dari tepi kiri kertas
dan 1,5 cm dari tepi kanan kertas; dan

(3) Disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia
yang baik dan benar;

g) Penutup memuat:

(1) rumusan tempat dan tanggal pembuatan
memorandum ditulis di atas nama jabatan
penanda tangan;

(2) nama jabatan ditulis diawali huruf kapital pada
setiap awal kata dan diikuti tanda baca koma (,) di
bawah baris terakhir pada alinea penutup; dan

(3) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis diawali
huruf kapital pada setiap awal kata tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai di
bawah nama jabatan tanpa tanda kurung dan
tidak digarisbawahi.

h) Cap Menteri/Cap Dinas tidak digunakan dalam
Memorandum.

Format Memorandum sebagaimana tercantum dalam Contoh 33

sampai dengan Contoh 35 sebagai berikut:
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Contoh 33. Format Memorandum Menteri

) 2 enter
MEMORANDUM
) 2 enter
«—» Yangterhormat . ...
2,5cm Dari P
Hal
) 2 enter
<« Alinea pembuka ... «—

Alinea isi

Alinea penULUD .

) 1 enter
Nama Jabatan,

tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5cm
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Contoh 34. Format Memorandum Pejabat
di lingkungan Sekretariat Jenderal

KOTAK

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

POS : TELEPON : i FAKSIMILE :

3,5cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e-mail
) 2 enter
MEMORANDUM

) 2 enter

<+—> Yang terhormat :...

25cm Dari :

Hal

) 2 enter

——» Alinea pembuUKa ...

) 2 enter

) 1 enter
Nama Jabatan,

tanda tangan ) 3 enter

Nama penanda tangan

I 2,5cm
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Contoh 35. Format Memorandum Pejabat di lingkungan
Direktorat Jenderal .../Inspektorat Jenderal/Badan ...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
/ﬁ\ REPUBLIK INDONESIA

%&ﬂh DIREKTORAT JENDERAL.../ INSPEKTORAT JENDERAL/BADAN..,
-'Mm
KOTAK POS : oo TELEPON = oo, FAKSIMILE & oo QMG oo
) 2 enter
MEMORANDUM
) 2 enter
<«—» Yang terhormat ..........................................
2,5cm Dari SRR
Hal :
) 2 enter
< » Alinea PEMDUKA e e e e —>
gg g T ) v enter ............................................... L5 em
Alinea isi

Alinea  penutup

) 2 enter

)} 1 enter
Nama Jabatan,

tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5cm

c. Disposisi
Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak
lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk, ditulis secara
jelas pada formulir disposisi, tidak pada Naskah Dinasnya.
Ketika didisposisikan, formulir disposisi merupakan satu

kesatuan dengan Naskah Dinas masuk.

Format Formulir Disposisi sebagaimana tercantum dalam
Contoh 36 dengan penyesuaian alamat yang dituju (alamat aksi)
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan pejabat yang memberikan

disposisi, serta perkembangan organisasi.
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Contoh 36. Formulir Disposisi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
FORMULIR PENYELESAIAN SURAT DINAS MENTERI

PENGOLAHAN/DISPOSISI KODE KLASIFIKASI
Unit  [Nv-Agenda Numor Surat .
TUL  |Tanggal : Tanggal
ilal : Asal Surat
Kodc Arzip Tunjuk Silang

Diteruskan kepada : [ Mentesi [] sekjen
Unit s Unit i Jadwal Penyusutan Tempat Penyimpanan
Wl TU

Indeks :

Alamat Aksi

D Sekielaris Jendeial

[] Inspektur Jenderal

D Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

[] Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

[[] Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

D Nirektur Jendaral Fnergi Rani. Terhanikan & Knnsarvasi Fnargi
[] Kepala Badan Geologi

[[] Kepala Badan Litbang ESDM

|| Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM

[[] Sekrataris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN)

[ ] Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis (PS)

D Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (ESDA)

[] Staf Anii Bidang | i dan P b {1P1)
I:I Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (LHTR)

[] Kepala SKK Migas

D Kepala BPH Migas

[[] Gubemur OPEC

D Staf Kh Menteri

[] Tenaga Ahli

Aksi Paraf
[] untuk diketahui sebagai info
I Untuk diselesaikan
[] Tanggapan gan saran
[ nihahac hercama
D Buat resume
[ siapkan jawaban
[
D Supaya menghadap
D Harap mewakili
D Hadir bersama saya
] untuk dipelajari
D Untuk dikoordinazi dengan ...
D Untuk dimonitor
D Simpan (file}
] Monitor oleh SAM | ps [Espa] Pt JLHTR

catatan: alamat aksi disesuaikan tugas, fungsi, dan kewenangan pejabat yang memberikan
disposigi serta p erkemb angan organisasi
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2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas)

a. Bentuk Naskah Dinas Korespondensi Ekstern adalah Surat
Dinas. Surat Dinas ditujukan kepada pihak/instansi lain, baik
badan pemerintah, swasta, maupun persecrangan berisi
infermasi kedinasan dalam rangka pelaksanaan tugas di
lingkungan KESDM.

b. Wewenang penetapan dan penandatanganan Surat Dinas adalah
pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

C.  Susunan:

1) Surat Dinas Menteri (Bahasa Indonesia) dan Surat Dinas
berdasarkan mandat Menteri
a) Kop Surat Dinas
(1) Kop Surat Dinas Menteri (Bahasa Indonesia)
() Lambang Negara; dan
(b) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

(2) Kop Surat Dinas berdasarkan mandat Menteri
(a) Logo KESDM; dan
(b) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL.
b) Kepala Surat Dinas

(1) mnomor ditulis di sebelah kiri atas, di bawah Kop
Surat Dinas;

(2) sifat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di
bawah nomor;

(3) Lampiran ditulis lengkap diikuti tanda baca titik
dua (:) di bawah sifat dan tidak disingkat. Untuk
lampiran yang jumlahnya sampai dengan sebelas
ditulis dengan huruf dan Lampiran vyang
jumlahnya lebih dari satu kata ditulis dengan
angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, atau
berkas);

(4) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di
bawah Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat
secara singkat, diawali huruf kapital dan tanpa

diakhiri tanda baca apapun;
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(5) Tanggal ditulis sejajar nomor surat di sebelah
kanan atas; dan

(6) alamat tujuan diawali kata Yang terhormat tidak
disingkat diikuti tanda baca kema (,) ditulis di
bawah hal. Tujuan alamat kepada seseorang atau
pengganti nama orang, seperti nama jabatan
diikuti nama instansi, ditulis baris berikutnya.
Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
sesuai gelar akademiknya, kata sapaan Bapak,
Ibu atau Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini
berlaku juga apabila yang dituju memiliki
pangkat. Akhir setiap baris termasuk baris
terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali ada
singkatan. Penulisan kata “di” apabila alamat
surat tidak dicantumkan secara lengkap. Kode pos
hanva dituliskan pada alamat luar (sampul surat).

c) Batang Tubuh

(1) Batang Tubuh terdiri dari Alinea pembuka, Alinea
Isi, dan Alinea Penutup;

(2) Alinea ditulis dibawah alamat dituju, dari tepi kiri
kertas dan 2,5 cm dari tepi kanan kertas; dan

(3) Disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia
vang baik dan benar.

d) Penutup memuat:

(1) nama jabatan ditulis diawali dengan huruf kapital
pada setiap awal kata dan diikuti tanda baca
koma (,) di bawah baris terakhir pada alinea
penutup;

(2) tanda tangan, dan nama pejabat dengan huruf
kapital pada setiap awal kata tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai di
bawah nama jabatan tanpa tanda kurung dan
tidak digarisbawahi; dan

(3) Tembusan
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2) Surat Dinas Menteri (Bahasa Inggris)
a) Kop Surat Dinas

(1) Lambang Negara; dan

(2) tulisan MINISTER OF ENERGY AND MINERAL
RESOURCES OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA.

b) Kepala Surat Dinas:

(1) nomor ditulis Our Ref. diikuti tanda baca titik (.)
di sebelah kiri atas, di bawah kata MINISTER OF
ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA, dari tepi kiri kertas;

(2) Tanggal ditulis sejajar Our Ref dengan urutan
bulan, tanggal dan tahun surat;

(3) alamat tujuan diawali kata H.E. atau His
Excellency diikuti nama dan alamat dituju; dan

(4) Kata pembuka ditulis Dear Excellency atau Dear
... diikuti nama dituju dan tanda baca kema (,) di
bawah alamat tujuan surat.

c) Batang Tubuh

(1) Batang Tubuh terdiri dari Alinea Pembuka, Alinea
Isi, dan Alinea Penutup;

(2) Alinea ditulis dibawah Dear Excellency atau
Dear..., dari tepi kiri kertas dan 2,5 cm dari tepi
kanan kertas; dan

(3) Disusun menggunakan kaidah bahasa yang baik
dan benar.

d) Penutup memuat:

(1) Yours sincerely ditulis diawali dengan huruf
kapital pada setiap awal kata dan diikuti tanda
baca koma (,) di bawah baris terakhir pada alenia
penutup;

(2) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan
huruf kapital pada setiap awal kata tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai di
tengah nama jabatan tanpa tanda kurung dan

tidak digarisbawahi; dan
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(3) Tembusan ditulis dengan kata ece diikuti tanda
baca titik dua (:) dan ditulis di sebelah kiri bawah
1 enter setelah nama pejabat penanda tangan.

3] Surat Dinas Kementerian
a) Kop Surat Dinas Pimpinan Unit Organisasi di
lingkungan KESDM

(1) Logo KESDM;

(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA; dan

(3) NAMA UNIT ORGANISASI di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA untuk Unit Organisasi
selain Sekretariat Jenderal,

(4) Alamat ditulis di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA/NAMA UNIT ORGANISASI; dan

(9) KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail, di bawah alamat;

(6) garis kop surat tebal 1 mm; dan

(7) warna tulisan dan garis hitam.

b) Kepala Surat Dinas memuat:

(1) mnomor ditulis di sebelah kiri atas, di bawah Kop
Surat Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:);

(2) sSifat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di
bawah nomor;

(3) Lampiran ditulis lengkap dan diikuti tanda baca
titik dua (:) di bawah sifat dan tidak disingkat.
Untuk lampiran yang jumlahnya sampai dengan
sebelas ditulis dengan huruf dan Lampiran yang
jumlahnya lebih dari satu kata ditulis dengan
angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, atau
berkasy);

(4) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di
bawah Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat
secara singkat, diawali dengan huruf kapital dan
tanpa diakhiri tanda baca apapun;

(5) Tanggal ditulis sejajar nomor surat di sebelah

kanan atas; dan
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(6) alamat tujuan diawali kata Yang terhormat tidak
disingkat dan diikuti tanda baca koma (,) ditulis di
bawah hal. Tujuan alamat kepada seseorang atau
pengganti nama orang, seperti nama jabatan
diikuti nama instansi, ditulis baris berikutnya.
Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
sesuai gelar akademiknya, kata sapaan Bapak,
Ibu atau Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini
berlaku juga apabila yang dituju memiliki
pangkat. Akhir setiap baris, termasuk baris
terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali apabila
ada singkatan. Penulisan kata “di” digunakan
apabila alamat surat tidak dicantumkan secara
lengkap. Kode pos hanya dituliskan pada alamat
luar (sampul surat).

c) Batang Tubuh

(1) Batang Tubuh terdiri dari Alinea Pembuka, Alinea
Isi, dan Alinea Penutup;

(2) Alinea ditulis di bawah alamat dituju, dari tepi kiri
kertas dan 2,5 cm dari tepi kanan kertas; dan

(3) Disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia
yang baik dan benar.

d) Penutup memuat:

(1) nama jabatan ditulis diawali dengan huruf kapital
pada setiap awal kata dan diikuti tanda baca
koma (,) ditulis di bawah baris terakhir pada
alinea penutup;

(2) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis diawali
dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa
gelar, pangkat, golongan, dan nomer induk
pegawai di bawah nama jabatan tanpa tanda
kurung dan tidak digarisbawahi; dan

(3) Tembusan.
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1)

-06-

Surat Dinas Kementerian (Bahasa Inggris)

a)

b)

<)

Kop Surat Dinas Pimpinan Unit Organisasi di

lingkungan KESDM

(1) Logo KESDM;

(2) tulisan MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL
RESOURCES OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA;
(3) tulisan DIRECTORATE GENERAL OF .../
GEOLOGICAL AGENCY/AGENCY ... di bawah

kata REPUBLIC OF INDONESIA untuk pejabat di
lingkungan Unit Organisasi selain Sekretariat
Jenderal,

(4) alamat untuk ditulis di bawah kata REPUBLIC OF
INDONESIA/ DIRECTORATE GENERAL OF .../
GEOLOGICAL AGENCY/AGENCY ...;

(5) P.O. BOX, TELEPHONE dan FACSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail, di sebelah kiri atas
berbaris ke kanan, di bawah alamat;

(6) garis kop surat tebal 1 mm; dan

(7) warna tulisan dan garis hitam.

Kepala Surat Dinas

(1) nomor ditulis Our Ref. diikuti tanda baca titik (.)
di sebelah kiri atas, di bawah garis kop surat;

(2) Tanggal ditulis sejajar Our Ref. dengan urutan
bulan, tanggal, dan tahun;

(3) alamat dituju diawali kata H.E. atau His
Excellency diikuti nama dan alamat yang dituju,;
dan

(4) Kata pembuka ditulis Dear Excellency atau Dear
... diikuti nama dituju diikuti tanda baca koma (,)
di bawah alamat tujuan surat.

Batang Tubuh

(1) Batang Tubuh terdiri dari Alinea pembuka, Alinea
Isi, dan Alinea Penutup;

(2) Alinea ditulis di bawah Dear Excellency atau
Dear ..., dari tepi kiri kertas dan 2,5 cm dari tepi

kanan kertas; dan
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(3) Disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia

yang baik dan benar.
d) Penutup memuat:

(1) Yours sincerely ditulis diawali dengan huruf
kapital pada setiap awal kata dan diikuti tanda
baca koma (,) di bawah baris terakhir pada alenia
penutup; dan

(2) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan
huruf kapital pada setiap awal kata tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai di
tengah nama jabatan tanpa tanda kurung dan
tidak digarisbawahi.

e€) Tembusan ditulis dengan kata eec diikuti tanda baca
titik dua (:) dan ditulis di sebelah kiri bawah 1 enter
setelah nama pejabat penanda tangan.

Surat Dinas Pimpinan Unit/UPT yang kedudukannya

terpisah dari unit induknya

a) Kop Surat Dinas

(1) Logo KESDM;

(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;

(3) NAMA UNIT ORGANISASI di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA untuk Unit Organisasi
selain Sekretariat Jenderal,

(4) PUSAT .. di bawah kata NAMA UNIT
ORGANISASI,

(5) NAMA UNIT/UPT ... yang kedudukannya terpisah
dari unit induknya di bawah kata PUSAT,;

(6) alamat di bawah NAMA UNIT /UPT;

(7) KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail, di sebelah kiri atas
berbaris ke kanan, di bawah alamat;

(8) garis kop surat tebal 1 mm; dan

(9) warna tulisan dan garis hitam.
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b) Kepala Surat Dinas memuat:

(1) mnomor ditulis di sebelah kiri atas, di bawah Kop
Surat Dinas;

(2) sSifat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua () di
bawah nomor;

(3) Lampiran ditulis lengkap diikuti tanda baca titik
dua (:) di bawah sifat dan tidak disingkat. Untuk
lampiran yang jumlahnya sampai dengan sebelas
ditulis dengan huruf dan Lampiran yang
jumlahnya lebih dari satu kata ditulis dengan
angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, atau
berkas);

(4) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di
bawah Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat
secara singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri
tanpa tanda baca apapun;

(5) Tanggal ditulis sejajar nomor surat di scbelah
kanan atas; dan

(6) alamat tujuan diawali kata Yang terhormat tidak
disingkat diikuti tanda baca koma (,) ditulis di
bawah hal. Tujuan alamat kepada seseorang atau
pengganti nama orang, seperti nama jabatan
diikuti nama instansi, ditulis baris berikutnya.
Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis
sesuai gelar akademiknya, kata sapaan Bapak,
Ibu atau Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini
berlaku juga apabila yang dituju memiliki
pangkat. Akhir setiap baris, termasuk baris
terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali apabila
ada singkatan. Penulisan kata “di” digunakan
apabila alamat surat tidak dicantumkan secara
lengkap. Kode pos dituliskan pada alamat luar
(sampul surat).

c) Batang Tubuh
(1) Batang Tubuh terdiri dari Alinea pembuka, Alinea

Isi, dan Alinea Penutup;
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(2) Alinea ditulis di bawah alamat dituju, dari tepi kiri
kertas dan 2,5 cm dari tepi kanan kertas; dan

(3) Disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia
yang baik dan benar.

d) Penutup memuat:

(1) nama jabatan ditulis diawali dengan huruf kapital
pada setiap awal kata dan diikuti tanda baca
koma (,) serta ditulis di bawah baris terakhir pada
alinea penutup.

(2) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan
huruf kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan
nomeoer induk pegawai di tengah nama jabatan
tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi.

(3) Tembusan

d. Cap Menteri dipergunakan dalam Surat Dinas Menteri.

€. Cap Dinas dipergunakan dalam Surat Dinas berdasarkan
mandat Menteri dan Surat Dinas pejabat di lingkungan KESDM.

f. Cap Menteri atau Cap Dinas tidak dipergunakan dalam surat
menyurat berbahasa Inggris.

Format Surat Dinas sebagaimana tercantum dalam Contoh 37

sampai dengan Contoh 45 sebagai berikut:
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Contoh 37. Format Surat Dinas Menteri (Bahasa Indonesia)

) 2 enter
<+—» Nomor : kode derajat-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatantahun ............
3em  Sifat
Lampiran :
Hal
) 2 enter
Yang terhormat,
) 2 enter
——» Alinea pembuka +—>
4,5Cm ............................................................................................................................................ 2,5 Cm
) 1 enter
Alinea isi
.......................................................................... e
Alinea penUtup .
) 2 enter
Nama Jabatan,
Cap
Menteri tanda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan:
I 2,5cm
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Contoh 38. Format Surat Dinas berdasarkan mandat Menteri
(Bahasa Indonesia)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KOTAK POS : ...

FAKSIMILE : ..
) 2 enter
Nomor : kode derajat-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun ............
Sifat
Lampiran :
Hal
) 2 enter
Yang terhormat
) 2 enter

) 2 enter

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nama Jabatan,

Cap

Dinas tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan:

I 2,5cm
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Contoh 39. Format Surat Dinas Menteri (Bahasa Inggris)

) 2 enter
<«+—» QOur Ref. kode derajat-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun ............
2 HE
) 2 enter
Dear ...................... ,
) 2 enter
«——» Alinea PembuKa e >
4,5 GITY o m e s m e e e s )1 enter ...................................................... 2,5 cm
) 2 enter
Yours sincerely,
tanda tangan )3 enter
Nama Penanda tangan
Jabatan
) 1 enter
CC:
I 2,5¢cm
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Contoh 40. Format Surat Dinas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

FAKSIMILE :

TELEPON :

) 2 enter
‘;—"‘ Nomor : kode derajat-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun ............
M Sifat

Lampiran :

Hal
) 2 enter

Yang terhormat
) 2 enter

4,5¢cm

) 2 enter
Nama Jabatan,
Cap tanda tangan )3 enter
Dinas

Nama Penanda tangan

) 1 enter
Tembusan:

I 2,5 cm
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Contoh 41. Format Surat Dinas di lingkungan
Direktorat Jenderal .../Inspektorat Jenderal/Badan ...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

TELEPON : .. FAKSIMILE : ... e-mail @
) 2 enter
l«—» Nomor : kode derajat-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun ............
3cm Sifat
Lampiran :
Hal
) 2 enter
Yang terhormat,
) 2 enter
«——> Alinea pembuka «—>
T 1 T LT LT T 2,5cm
) 1 enter

) 1 enter
AlINEE PENULUD ...ttt
) 2 enter
Nama Jabatan,
Cap tanda tangan ) 3 enter
Dinas
Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan:

I 2,5cm
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Contoh 42. Format Surat Dinas (Bahasa Inggris)
pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

) 2 enter

<«+—» Our Ref. kode derajat-nomor naskah /kode klasifikasi/kode jabatan/tahun ~ mm/dd/yy
3cm

) 2 enter
HE. ...
) 2 enter
Dear
) 2 enter
«——p Alinea pembuka PrR—
4,5cm )1enter ................................................. 2.5¢m
Alinea isi
)1enter .................................................
AlINEA PENUIUD ..ot ittt e et st e e e et e e
) 2 enter
Yours sincerely,
tanda tangan )3 enter
Nama Penanda tangan
) 1 enter
CC:

I 2,5¢cm
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Contoh 43. Format Surat Dinas (bahasa inggris)
pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF ...

P.O. BOX : i TELEPHONE : ..., FACSIMILE : ..., e-mail :
) 2 enter
«—» Our Ref. kode derajat-nomor naskah/kode klasifikasi /kode jabatanftahun ............
3cm
) 2 enter
HE. ...
) 2 enter

Dear ..o,

4+——p Alinea pembuka ... —

A5 ceeeeeeseeemeeeiseeeiseieoioeeeeseseceeemiessesentiieaees i aee et eh e s et £ et eee et eee e cae e e s
' ) 1 enter 2,5¢cm
Alinea isi
)1enter .................................................
AlINBA  PENULUD ..o et e e e e e e e e e e
) 2 enter
Yours sincerely,
tanda tangan ) 3enter
Nama Penanda tangan
) 1 enter
cc:

I 2,5 cm
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Contoh 44. Format Surat Dinas (Bahasa Inggris) pejabat di lingkungan Badan

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
GEOLOGICAL AGENCY/AGENCY...

..FACSIMILE : ...

) 2 spasi
<«—» Our Ref. kode derajat-nomor naskah/kode klasifikasi /kode jabatan/tahun ............
3cm ) 2 enter

HE. .

) 2 spasi
B 1= | CH—

4,5 CFY] v v v v enemn o s sananssoaaneassoanans onansasssonass oaaneasssasass sonansasssassssossestessststatest ittt ttttitatttatatesransens 2[5 cm

) 2 enter
Yours sincerely,

tanda tangan  )3enter

Nama Penanda tangan

) 1 enter
cc:

I 2,5cm
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Contoh 45. Format Surat Dinas Pimpinan Unit/UPT
yang kedudukannya terpisah dari unit induknya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN..
PUSAT ...
BALAI ...
e TELEPON = oo FAKSIMILE & oo €08 oo
) 2 enter
Nomor : kode derajat-nomor naskah/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun ............
<+ Sifat : Segera
3M | ampiran : -
Hal P
) 2 enter
Yang terhormat
) 2 enter
<+«—— Alineapembukaan et e
T o 1
) 1 enter 25¢cm
ANNEBA ISI oo
..................................................................... e
AlINEA PENULUP ..o
) 2 enter
Nama Jabatan,
Cap tanda tangan ) 3 enter
Dinas
Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan:
I 2,5¢cm

3. Surat Undangan
a. Surat undangan merupakan Naskah Dinas yang memuat undangan
kepada pejabat/pegawai di lingkungan KESDM dan pihak
lain/instansi lain, baik badan pemerintah, swasta, maupun
perseorangan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu,
seperti rapat, upacara, dan pertemuan.
b. Wewenang penandatanganan Surat Undangan adalah pejabat sesuai

dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
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Susunan:

1)

2)

Kop Surat Undangan

a) Surat Undangan Menteri
(1) Lambang Negara; dan
(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

b) Surat Undangan Pimpinan Unit Organisasi/Unit
(1) Logo KESDM;

(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA;

(3) NAMA UNIT ORGANISASI di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA untuk Unit Organisasi selain Sekretariat
Jenderal,

(1) tulisan alamat ditulis di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA;

(5) KOTAK POS, TELEPON, dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail, di sebelah kiri berbaris ke
kanan, di bawah alamat;

(6) garis kop tebal 1 mm; dan

(7) warna tulisan dan garis kop hitam.

Kepala Surat Undangan memuat:

a) mnomor ditulis di sebelah kiri atas, di bawah Kop Surat
Undangan dan diikuti tanda baca titik dua (:);

b) Sifat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah
nomor;

c) Lampiran ditulis lengkap dan diikuti tanda baca titik dua
(:) di bawah sifat dan tidak disingkat. Untuk lampiran yang
jumlahnya sampai dengan sebelas ditulis dengan huruf dan
Lampiran yang jumlahnya lebih dari satu kata ditulis
dengan angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, atau

berkas);
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3)

4)

-110-

d) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah
Lampiran. Hal merupakan ungkapan inti isi surat secara
singkat, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanpa
tanda baca apapun;

e) Tanggal ditulis sejajar dengan nomor surat di sebelah
kanan atas; dan

) alamat tujuan diawali kata Yang terhormat tidak disingkat

dan diikuti tanda baca koma (,) ditulis di bawah hal.
Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama
orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis
pada baris berikutnya.
Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis sesuai
gelar akademiknya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara
tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku juga apabila yang
dituju memiliki pangkat. Akhir setiap baris, termasuk baris
terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali ada singkatan.
Penulisan kata “di® apabila alamat surat tidak
dicantumkan secara lengkap. Kode pos hanya dituliskan
pada alamat luar (sampul surat).

Batang Tubuh

a) Batang Tubuh terdiri dari Alinea Pembuka, Alinea Isi, dan
Alinea Penutup;

b) Alinea ditulis di bawah alamat dituju, dari tepi kiri kertas
dan 2,5 cm dari tepi kanan kertas; dan

c) Disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik
dan benar.

Penutup memuat:

a) nama jabatan ditulis diawali dengan huruf kapital pada
setiap awal kata dan diikuti tanda baca koma (,) di bawah
baris terakhir pada alinea penutup;

b) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis diawali dengan
huruf kapital pada sectiap awal kata tanpa gelar, pangkat,
golongan, dan nomor induk pegawai di bawah nama jabatan
tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi; dan

¢) Tembusan.
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S) Cap Menteri dipergunakan dalam Surat Undangan Menteri.

6) Cap Dinas dipergunakan dalam Surat Undangan pejabat di
lingkungan KESDM.

7) Hal yang perlu diperhatikan

a) Format Surat Undangan sama dengan fermat Surat Dinas,
bedanya adalah pihak yang dikirimi surat pada Surat
Undangan dapat ditulis pada lampiran.

b) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk
Kartu Undangan.

c) Wakil Menteri/ Staf Ahli Menteri/Staf Khusus
Menteri/Tenaga Ahli Menteri berwenang untuk membuat
surat undangan kepada pihak lain terkait sesuai dengan
bidang penugasan vang dimandatkan Menteri selaku Ketua
Tim dengan menggunakan Kop Surat Dinas Kementerian.

Format Surat Undangan dan Kartu Undangan sebagaimana
tercantum dalam Contoh 46 sampai dengan Contch 51 sebagai

berikut:
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Contoh 46. Format Surat Undangan Menteri

) 2 enter
<+—» Nomor . ... Und/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun ...
3em Sifat
Lampiran : ...
Hal
) 2 enter
Yang terhormat,
) 2 enter
—» Alinea Pembuka ... e «—>
' 2,5 cm
) 2 enter
AlINEA IST ...
..................................................................................................... pada:
) 2 enter
hariftanggal : ..o
waktu o pukul
tempat e
acara s
) 2 enter
Alinea PENULUD .,
) 2 enter
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Cap
Menteri tanda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan
I 2,5cm
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Contoh 47. Format Surat Undangan Pimpinan Unit Organisasi/Unit

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

e TELEPON : .. FAKSIMILE : . e-mail 1
) 2 enter
<+— Nomor . ... Und/kode klasifikasi /kode jabatan/tahun
3em  Sifat .
Lampiran : ...
Hal
) 2 enter
Yang terhormat
) 2 enter
+—>
) 2 enter 2,5¢cm

l—— 3 Alinea PembuKa ...,
A5 G 4 eee ittt ettt Ee e a e he e ea e AN Nea NN Ededeaa iRt raasaas

) 2 enter
AlNEA IST ..o e,
pada:
) 2 enter
haritanggal © ..o
waktu ©opukul
tempat e,
acara e,
) 2 enter

AlINEA PENULUD ...

) 2 enter
Nama Jabatan,
Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan
) 1 enter
Tembusan: I 2.5em

Catatan:

Surat Undangan Unit menggunakan Kop Surat Dinas masing-masing Unit.

Contoh 48.
Format Lampiran Surat Undangan

I 2cm

<+— Lampiran Surat Undangan
3em Nomor ... Und/Kode Klasifikasi/Kode jabatan/Tahun

Tanggal
) 2 enter
DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
) 2 enter
L
PR
B et e e e e e e e e
) 3 enter
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Contoh 49. Format Kartu Undangan Menteri

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara

Pada acara

! (tanggal)
bertempat di

« Harap hadir 30 menit sebelum acara Pakaian
dimulai dan undangan dibawa Laki-laki
o Konfirmasi: .....ccccccevnvvnnnnnsssenssnnnes Perempuan: .......ccccceeviieenrinns

Contoh 50.
Format Kartu Undangan KESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara
Pada acara

! (tanggal) ........, pukul
bertempat di

« Harap hadir 30 menit sebelum acara Pakaian
dimulai dan undangan dibawa Laki-laki
o Konfirmasi: .....cccceevnnrvnnnninsssnnsnnnnns Perempuan :
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Contoh 51. Format Surat Undangan Wakil Menteri/
Staf Ahli Menteri/Staf Khusus Menteri/Tenaga Ahli Menteri selaku Ketua Tim

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

s TELEPON @ e FAKSIMILE @ . e-mail I
) 2 enter
<+— Nomor . ... Und/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun L
3cm  Sifat D

Lampiran : .....

Hal
) 2 enter

Yang terhormat
) 2 enter

——3 Alinea Pembuka ........ooooii . <—
LS GO weeeesaesanaasasaesansessssessansesasansssssnssssnsssenssessssessssessassnnsessnssssanssssnsssnssssnnsssnsnsnnnnnns 2,5cm
) 2 enter
ANNBA IST ..ot e

pada:
) 2 enter

hariftanggal © ...

waktu ©opukul

tempat e,

acara R
) 2 enter

AlINEA PENUIUPD ...,

) 2 enter
Nama Jabatan,
Selaku Ketua Tim .....
C
Difllgs tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan
) 1 enter

I 2,5¢cm

Tembusan:
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C. Naskah Dinas Khusus
Naskah Dinas Khusus merupakan Naskah Dinas yang mempunyai bentuk
khusus baik karena permasalahannya maupun karena peraturan dari
instansi pemegang kewenangan fungsional. Format Naskah Dinas Khusus
berupa surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan,
pengumuman, surat penyerahan tugas, siaran pers, sertifikat/tanda
penghargaan, piagam penghargaan, Naskah Dinas khusus bidang
administrasi keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik
negara, serta surat pengantar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Surat Perjanjian
a. Surat Perjanjian merupakan Naskah Dinas yang berisi
kesepakatan bersama mengenai objek mengikat antar kedua
belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau
perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam:

1) surat perjanjian dalam negeri; dan

2) surat perjanjian internasional vang dibuat dalam bahasa
Indonesia, bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa
Inggris.

b. Lingkup Surat Perjanjian meliputi:

1) Perjanjian Dalam  Negeri merupakan kerja sama
antarinstansi baik di pusat maupun daerah yang dapat
dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama atau
Perjanjian Kerja Sama; dan

2) Perjanjian Internasional merupakan kerja sama yang
dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan
dan kerja sama antarnegara, dapat dalam bentuk bilateral,
regional, dan multilateral.

c.  Wewenang pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian

1) Perjanjian  Dalam Negeri  dilakukan  antarinstansi
pemerintah di dalam negeri baik di pusat maupun di daerah
dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan
tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

2) Perjanjian Internasional dibuat dan ditandatangani oleh
pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan
tanggung jawabnya, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Susunan:

1)

Perjanjian Dalam Negeri
a) Kepala Surat Perjanjian terdiri dari:

(1) Lambang Negara atau Logo KESDM dan logo
pihak lain yang melakukan perjanjian dapat
digunakan dalam hal disepakati, dengan posisi
logo di sebelah kiri dalam hal KESDM selaku
pemrakarsa. Lambang Negara hanya digunakan
untuk perjanjian vang ditandatangani oleh
Menteri;

(2) nama pihak yang mengadakan perjanjian;

(3) judul perjanjian; dan

(4) nomor perjanjian.

b) Batang Tubuh
Batang Tubuh memuat materi perjanjian yang dapat
dituangkan dalam bentuk pasal-pasal.

c) Penutup

Penutup terdiri dari mnama para pihak yang

mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang

perlu), serta dibubuhi materai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Internasional

a) Kepala Surat Perjanjian terdiri dari:

(1) Lambang Negara atau Logo KESDM dan logo
pihak lain yang melakukan perjanjian dapat
digunakan dalam hal disepakati, dengan posisi
logo di sebelah kiri dalam hal KESDM selaku
pemrakarsa. Lambang Negara hanya digunakan
untuk perjanjian yang ditandatangani oleh
Menteri;

(2) nama pihak yvang mengadakan perjanjian/MoU;

(3) judul perjanjian; dan

(4) mnomer perjanjian.
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b) Batang Tubuh terdiri dari:
(1) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat
oleh perjanjian/nota kesepahaman,;
(2) keinginan para pihak;
(3) pengakuan para pihak terhadap perjanjian
tersebut;
(4) rujukan terhadap perjanjian terkait yang pernah
ada sebelumnya (jika ada);
(O) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan
(6) kesepakatan kedua belah pihak terhadap
ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.
c) Penutup terdiri dari:
(1) rumusan tempat dan rumusan tanggal
penandatanganan perjanjian;
(2) penjelasan teks Dbahasa digunakan dalam
perjanjian; dan
(3) nama jabatan penanda tangan sclaku wakil
pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan
nama pejabat penanda tangan, letaknya
disesuaikan dengan penyebutan dalam judul
perjanjian.
Format Surat Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Contoh 52
sampai dengan Contoh 55. Dalam hal terdapat perbedaan antara
format yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dengan yang diatur
oleh Kementerian Luar Negeri maka format yang digunakan adalah

yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri.
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Contoh 52. Format Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN

NOMOR: ..........
NOMOR : ..........
)} 2 enter
< Pada hari ini ........... tanggal .............. bulan ............. tahun ....... , >
3em  kami yang bertanda tangan di bawah ini: 2,5¢cm
1. Nama @ i
NIP e
Jabatan @ ...
Alamat @

bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama L e rreeeieeeieeeees
Jabatan ..o
Alamat @ .
bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam
rangka (Program) ......... dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Demikian surat perjanjian ini dibuat tanpa ada paksaan dan
tekanan dari siapapun dan pihak manapun.

Dibuat di D
pada tanggal : .........

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
sa Organisasi Nama Jabatan/Instansi

Cap

éggda tyngan Dinas

Materai dan tanda tangan

Nama Penanda tangan Ama Penanda tangan

I 2cm
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Contoh 53. Format Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Lingkup Nasional

PERJANJIAN KERJA SAMA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN
(Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota)
TENTANG
(13 Lo T3 ¢ 1 1 0 ) PN

)} 3 enter

NOMOF: ...cvviiiiiiiciiaann,

NOMOF: ..vneieieeeenenaenaens
)} 2 enter

+— (Kementerian/ LPND/ Komisi/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dan
3em  (Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota). 2,5¢cm

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam
rangka (Program) ......... dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

IZcm
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I 3cm

s S
Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISTHAN

Pasal 6

LAIN-LAIN

a) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah
pihak atau force majeure, maka dapat dipertimbangkan
kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan
tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

b) Yang termasuk force majeure adalah:
Bencana alam;
Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

c) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian
Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK

PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

Yqma Institusi,

a Penanda tangan
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Contoh 54.
Format Kesepakatan Awal/ Letter of Intent

LETTER OF INTENT
BETWEEN
THE ...ccovvvunnne
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE ...cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitisiesiiiacssecaes

) 3 enter

<« The....ooocvvviiiinienn, of the Republic of Indonesia and the ............
3em  hereinafter referred to as “the Parties”; >
2,5cm
Desiring to promote goodwill and understanding as well as
favourable cooperation between.....;

Recognizing the importance of the principles of the equality and
mutual benefits;

Do hereby declare our intention to ..........cocoviiiiviiiiiinieinseein, ,
in accordance with our prevailing laws and regulations, in the
following fields:

2 T ;
B ;
G ettt ;
Qe o e ;
Bt ettt ettt eaeteeeeeeteeeataeneaeaeteeeeteaeaeteetaeeterettaeeaaaras ;

The implementation of such cooperation shall be concluded in
appropriate measures in due course.

DONE in duplicate at ............... , on this ... , day of

............... , in the year ......................, in Indonesian, ...............
and English languages, all text being equally authentic.

For the ... of ... For ..oooovviiiiinn, ,
.................... of the Republic of Indonesia,

I 2cm
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Contoh 55. Format Memorandum of Understanding

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN
THE ..covvveiiisninraseninsnrisastissssassstsssrsssrsssassssssasass
REPUBLIC OF INDONESIA
AND

B ¥ = 1 N

) 3 enter

CONCERNING

)2enter .........................

The v ,  Republic of Indonesia and the ,
.................... , hereinafter referred to as “the Parties”; 55 em
Desiring to promote favourable relations of partnership and

cooperation between ...........ccoevvvienennnnn. and.....coooevveninninnnn, ;

Recognizing the importance of the principles of the equality and
mutual benefits;

Referring to the Letter of intent between ............... the Republic
of Indonesia and .......... Concerning ................. , signed in
....................... [07's EUSUUUUUUNIR.

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective
countries;

Have agreed as follows:
Article 1

Objective and Scope of Cooperation

Bl
Do
Coae e dst

Article 2

Funding
.................................................. . rtldes

Technical Arrangement
Article 4
Working Group

= TP
T OO PPPPN
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3cm

I 2cm

Article 5
Settlement of Disputes

................................................................................................ <+

.......................................................... 2,5¢m

Article 6
Amandement
Article 7
Entry Into Force, Duration and Termination
= TIPS
B

IN WITNESS WHERE OF, the undersigned being duly authorized
thereof by their respective Government, have signed this
Memorandum of Understanding.

DONE in duplicated in ... on this ... Day of ... In the year of ... and
one in Indonesia, ... and English language, all texts being equally
authentic. In case of any divergence of Interpretation of this
Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

2.

Surat Kuasa

a. Surat Kuasa merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian
wewenang kepada badan hukum /kelompok orang/perseorangan
atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan, dengan rentang
kendali baik vertikal maupun horizontal.

b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa
adalah pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan
tanggung jawabnya.

c. Susunan:

1) Kop Surat Kuasa
a) Surat Kuasa Menteri (Bahasa Indonesia)
(1) Lambang Negara; dan
(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA.
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b) Surat Kuasa Menteri (Bahasa Inggris)
(1) Lambang Negara; dan
(2) tulisan MINISTER OF ENERGY AND MINERAL
RESOURCES OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA.

c) Surat Kuasa Pimpinan Unit Organisasi
(1) Logo KESDM; dan
(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA..

Kepala Surat Kuasa memuat:

a) Judul SURAT KUASA untuk Menteri atau pimpinan
Unit Organisasi ditulis huruf kapital, jenis huruf Arial
dengan ukuran 14 di tengah, di bawah tulisan
REPUBLIK INDONESIA.;

b) tulisan FULL POWERS untuk Surat Kuasa Menteri
(Bahasa Inggris) ditulis huruf kapital, jenis huruf Arial
dengan ukuran 14 di tengah, di bawah tulisan THE
REPUBLIC OF INDONESIA; dan

c) nomor/Our Ref ditulis di bawah kata SURAT
KUASA/FULL POWERS.

Batang Tubuh

a) memuat materi yang dikuasakan;

b) Jarak baris seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi
dengan before dan after O pt.

Penutup memuat:

a) rumusan tempat yaitu nama kota sesuai alamat
instansi dan diikuti dengan rumusan tanggal.;

b) Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa ditulis dengan
huruf kapital pada setiap awal kata di bawah rumusan
tempat dan rumusan tanggal; dan

c) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf
kapital pada setiap awal kata tanpa gelar, pangkat,
golongan, dan nomor induk pegawai di bawah
Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa tanpa tanda

kurung dan tidak digarisbawahi.

www.peraturan.go.id
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5) Cap Menteri/Cap Dinas tidak dipergunakan dalam Surat
Kuasa Bahasa Inggris.

6) Dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali untuk Surat Kuasa dalam
bahasa Inggris tidak menggunakan materai.

Format Surat Kuasa sebagaimana tercantum dalam Contoh 56

sampai dengan Contoh 58 sebagai berikut:
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Contoh 56. Format Surat Kuasa Menteri (Bahasa Indonesia)

No. 122

3cm

A
Untuk
halaman 1,
gcm margin atas

8 cm dari
tulisan surat
kuasa

v
SURAT KUASA
Nomor . .... Ks/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
)1 enter
<«—» Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama @
Jabatan
Alamat

} 1 enter
Dengan ini memberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri sendirie—»
kepada :

2,5cm

} 1 enter
Nama
Jabatan ..
Alamat ...,

} 1 enter

KHUSUS (beracara)/UMUM
)1 enter

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

........ Selanjutnya kepada Penerima Kuasa diberikan kuasa dan
wewenang penuh untuk

)1 enter

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi. (Tanpa hak substitusi
untuk Surat Kuasa Umum)

) 2 enter
. Lo
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
Cap )
tanda tangan Menteri Materai dan tanda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan

I 2,5cm
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Contch 57. Format Surat Kuasa Menteri (Bahasa Inggris)

Untuk
halaman
gcem 1, margin
atas & cm
dari
tulisan ful
powers

FULL POWERS

OurRef: ...,
> ) 1 enter
3cm 1he undersigned ... (Nama pejabat) ..., Minister of Energy and Mineral

Resources of The Republic of Indonesia, fully authorizes

) 1 enter

(Nama Penerima Kuasa) D
) 1 enter

IN WITNESS WHEREOF, | have signed this Full Powers in Jakarta on this ...
day of .... in the year ... .

) 2 enter
Attoney, Principal,
tanda tangan tanda tangan )3 enter
Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan

I 2,5cm
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Contoh 58. Format Surat Kuasa Pimpinan Unit Organisasi

Untuk halaman
1, margin atas

8cm 8 om dari
tulisan  surat
kuasa

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA
Nomor : ....Ks/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun

)1 enter
«+—» Yang bertanda tangan di bawah ini :
3em Nama @
Jabatan ...
Alamat
) 1 enter
Dengan ini memberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri sendiri <+—»
kepada : ) 1 enter 2,5¢m
Nama s
Jabatan ...
Alamat
) 1 enter
KHUSUS (beracara)/UMUM
) 1 enter

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, ..........................
Selanjutnya kepada Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang

penuh UNtUK ...
) 1 enter

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi. (Tanpa hak substitusi
untuk Surat Kuasa Umum)

) 2 enter
s
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
tanda tangan D?iaps materai dan tanda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan

I 2,5¢cm

www.peraturan.go.id



2020, No. 122 130.

3. Berita Acara
a. Berita Acara merupakan Naskah Dinas yang berisi uraian
mengenai proses pelaksanaan suatu kegiatan dan harus
ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.
b. Susunan:
1) Kop Berita Acara
a) Berita Acara Menteri

(1) Lambang Negara; dan

(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

b) Berita Acara berdasarkan mandat Menteri dan

Berita Acara Pejabat di lingkungan KESDM

(1) Logo KESDM;

(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA; dan

(3) NAMA UNIT ORGANISASI untuk Unit Organisasi
selain Sekretariat Jenderal.

(4) alamat di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA/NAMA UNIT ORGANISASI.

(5) KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail, di sebelah kiri berbaris
ke kanan, di bawah alamat;

(6) garis kop surat tebal 1 mm; dan

(7) Warna tulisan dan garis hitam.

2) judul BERITA ACARA untuk:
a) Menteri atau berdasarkan mandat Menteri ditulis di
tengah di bawah tulisan REPUBLIK INDONESIA; atau
b) Pejabat di lingkungan KESDM ditulis di tengah di
bawah Kop Berita Acara,
dengan huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran
14.
3) nomor ditulis di bawah tulisan BERITA ACARA.
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4) Batang Tubuh
a) diawali dengan tulisan hari, tanggal, bulan, dan
tahun, serta nama/jabatan para pihak yang membuat
berita acara.
b)  substansi berita acara.
c) Jarak baris seluruh line spacing yang digunakan 1
spasi sampai dengan 1,5 dengan spasi before dan after

0 pt.

5) Penutup memuat tanda tangan dan nama/jabatan para
pihak ditulis diawali dengan huruf kapital tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai di bawah
nama/jabatan tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi.

©) Cap Menteri atau Cap Dinas.

Format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam contoh 359

sampai dengan contoh 62 sebagai berikut:
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Contoh 59. Format Berita Acara Menteri

)} 2 enter
BERITA ACARA
Nomor : ....BA fkode klasifikasi/kode jabatan/tahun
} 2 enter
<+«—» Pada hariini................. tanggal ................ bulan ................. tahun ............. ,
3em bertempatdi............... kami yang bertanda tangan di bawah ini :
} 1 enter
1. Nama
Jabatan : ...
Alamat ..
} 1 enter
bertindak untuk dan atas nama ..., ,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
} 1 enter
2. Nama
Jabatan [ ...
Alamat ..
} 1 enter
bertindak untuk dan atas nama ... , selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
} 1 enter
Telah melaksanakan ...
} 1 enter
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
} 2 enter
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Cap
Tanda tangan Menteri t@anda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan
I 2,5¢em
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Contoh 60. Format Berita Acara berdasarkan mandat Menteri

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
"""""""" TELEPON © oo FAKSMILE oo eomail & oo
) 2 enter
BERITA ACARA
Nomor : ....BA /kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
<+ Padahariini ............... tanggal ................ bulan ................. tahun .......... " —p
3cm bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :
) 1 enter 25cm
1. Nama TP
Jabatan @ ...
Alamat .
) 1 enter
bertindak untuk dan atas nama ... ,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
) 1 enter
2. Nama e
Jabatan : ...l
Alamat : ...
bertindak untuk dan atas nama ..............cccocee e, , selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
) 1 enter
Telah melaksanakan
.............................................................. e
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
) 2 enter
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
a.n.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tanda tangan Cap tanda tangan ) 3 enter
Dinas
Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan

I 2,5¢cm

No. 122
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Contoh 61.
Format Berita Acara pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

) 2 enter
BERITA ACARA
) 1 enter
Nomor : ....BA / kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
<«—» Pada hari ini ................ tanggal: ....covmne o] 9| = [JRR——— tahun «—»
1T Qe , bertempat di ...., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 2,5cm

) 1 enter
1. Nama PP
NIP e
Jabatan e s
Alamat T

bertindak untuk dan atas nama ... ,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

) 1 enter
2. Nama I ———
Jabatan sy
Alamat s
bertindak untuk dan atas nama ................ , selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
) 1 enter
Telah melaksanakan
............................................................ ) s

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

) 2 enter
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
tanda tangan Dciggs tanda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan

) 1 enter

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

tanda tangan ) 3 enter

Nama penanda tangan

I 2,5cm

www.peraturan.go.id



135 2020, No. 122

Contoh 62. Format Berita Acara pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal.../
Inspektorat Jenderal/Badan ...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

lSE
28
q?%/ DIREKTORAT JENDERAL.../INSPEKTORAT JENDERAL/BADAN...

KOTAK POS @ .. TELEPON i FAKSIMILE @ i e-mail I

TN

) 2 enter

BERITA ACARA

) 1 enter
Nomor : ....BA / kode klasifikasi/kode jabatan/tahun

) 2 enter
e—» Padahariini................. tanggal .................. bulan ................. tahun ..........., «—
3cm  bertempatdi....., kami yang bertanda tangan di bawah ini: ,s
) 1 enter 2 em
1. Nama PP
NIP e
Jabatan PP SPUPRPP
Alamat
bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
) 1 enter
2. Nama U
Jabatan .
Alamat e
bertindak untuk dan atas nama ........... , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
) 1 enter
Telah melaksanakan
............................................................ : s

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

) 2 enter
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
tanda tangan Dcl.:igs anda tangan ) 3 enter
Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan

) 1 enter

Mengetahui/Mengesahkan
Nama Jabatan,

tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5cm
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4. Surat Keterangan

a. Surat Keterangan merupakan Naskah Dinas berisi informasi
mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.

b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan Surat Keterangan
adalah pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan
tanggung jawabnya.

Cc. Susunan:

1) Kop Surat Keterangan
a) Surat Keterangan Menteri:

(1) Lambang Negara; dan

(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

b) Surat Keterangan berdasarkan mandat Menteri dan

Surat Keterangan pejabat di lingkungan KESDM

(1) Logo KESDM;

(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA; dan

(3) NAMA UNIT ORGANISASI untuk Unit Organisasi
selain Sekretariat Jenderal,

(4) alamat di bawah kata REPUBLIK INDONESIA;

(5) KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail di sebelah kiri berbaris
ke kanan, di bawah alamat;

(6) garis kop surat tebal 1 mm; dan

(7) warna tulisan dan garis hitam.

2) Judul SURAT KETERANGAN untuk:
a) Surat Keterangan Menteri atau Surat Keterangan
berdasarkan mandat Menteri ditulis huruf kapital

cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di

bawah kata REPUBLIK INDONESIA; atau

b) Surat Keterangan pejabat di lingkungan KESDM ditulis
huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14,
di tengah di bawah Kop Surat Keterangan.
3) nomor ditulis bawah kata SURAT KETERANGAN.
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4) Batang Tubuh

a) memuat pejabat vang menerangkan dan pegawai yang
diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya
Surat Keterangan.

b) Jarak baris seluruh line spacing yang digunakan 1
spasi sampai dengan 1,5 dengan spasi before dan after
0 pt.

D) Penutup memuat:

a) rumusan tempat dan rumusan tanggal penctapan
surat keterangan diletakan di sebelah kanan;

b) nama jabatan vang menetapkan ditulis huruf kapital
pada setiap awal kata dan ditulis di bawah tanggal
penetapan, serta diikuti tanda baca koma (,); dan

c) tanda tangan, dan nama pejabat tanpa tanda kurung,
tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital pada setiap
awal kata, tanpa gelar dan pangkat di bawah nama
jabatan.

©6) Cap Menteri dan Cap Dinas.
Format Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Contoch 63

sampai dengan Contoh 66 sebagai berikut:
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Contoh 63. Format Surat Keterangan Menteri

) 2 enter

SURAT KETERANGAN
Nomor: ... Ket/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun

) 2 enter

<«—»1. Yang bertanda tangan di bawah ini
3cm a. Nama
b. Jabatan ...

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama U RRRPO

b. Pangkat/Golongan ...l

C. Umur

d. Dan seterusnya

................................................................................................................ H
e 2,5¢cm
B

) 1 enter
Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

) 2 enter
Jakarta, ...
) 1 enter
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Cap
Menteri tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5cm
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Contoh 64. Format Surat Keterangan berdasarkan mandat Menteri

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
. TELEPON © oo FAKSIMILE oo €T oo
) 2 enter
SURAT KETERANGAN
Nomor: ....... Ket/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter

<«—»1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
3em a. Nama
b. Jabatan @ ...

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama PP P PP
b. Pangkat/Golongan : ............ccccccoviiiiiiiii,
c. Umur

d. Dan seterusnya

) 1 enter
Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

) 2 enter

Jakarta, ...

) 1 enter
a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya mineral
Pejabat Pembuat Keterangan,

Cap
Dinas anda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5¢cm
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Contoh 65. Format Surat Keterangan

pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
KOTAK POS : oo TELEPON © s FAKSIMILE © oo €081 £ o
) 2 enter
SURAT KETERANGAN
Nomor: ....... Ket/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
<+—» Yang bertanda tangan di bawah ini :
3cm
a. Nama @ .
b. Jabatan ...
dengan ini menerangkan bahwa :
a. Nama e
b. Pangkat/Golongan : .............ccccccvvvvviiiiiiiiiiiiiiiinnn,
c. Umur
d. Dan seterusnya 2,5¢cm

) 1 enter
Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

) 2 enter
T
Pejabat Pembuat Keterangan,
Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5cm
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Contoh 66. Format Surat Keterangan pejabat di lingkungan
Direktorat Jenderal.../Inspektorat Jenderal/Badan...

2020, No.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL.../INSPEKTORAT JENDERAL/BADAN...

KOTAK: ‘POS & spmssssssnisssassscnssssning TEEEPON £ sssscosssonsenen FAKSIMILE i cisisonassismssassicissss (-2 117 [ e —
) 2 enter
SURAT KETERANGAN
Nomor : ....... Ket/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
<«—» 1. Yang bertanda tangan di bawabh ini :
3cm a. Nama @ .
b Jabatan: iussassannmsassses
dengan ini menerangkan bahwa :
a. Nama A T A R YRS SRS
by, Pangkat/Golongan & e s i nness
c. Umur s
d. Dan seterusnya
................................................................................................................... <—>
et e e 2,5cm
g

) 1enter
Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

) 2 enter
Jakarta; oo
) 1 enter
Pejabat Pembuat Keterangan,
Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5 cm

122
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5. Pengumuman

a. Pengumuman memuat pemberitahuan atau  penjelasan
mengenai suatu hal dan berlaku umum untuk waktu 1 (satu)
kali atau untuk waktu terbatas/tertentu, yaitu sampai isi
pengumuman itu diketahui dan/atau dilaksanakan oleh
seluruh/sebagian Unit Organisasi yang bersangkutan.

b. Wewenang penetapan dan penandatanganan Pengumuman
adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

c. Susunan:
1) Kop Surat Pengumuman

a) Surat Pengumuman Menteri

(1) Lambang Negara; dan

(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

b) Surat Pengumuman pejabat di lingkungan KESDM.

(1) Logo KESDM; dan

(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;

(3) NAMA UNIT ORGANISASI di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA untuk Unit Organisasi
selain Sekretariat Jenderal;

(4) alamat ditulis di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA/NAMA UNIT ORGANISASI,

(5) KOTAK POS, TELEPON, dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail di sebelah kiri berbaris
ke kanan, di bawah alamat;

(6) garis kop surat tebal 1 mm; dan

(7) warna tulisan dan garis kop hitam.

2) Judul Pengumuman memuat:
a) tulisan “PENGUMUMAN?”, ditulis dengan huruf kapital

di tengah di bawah Kop Surat Pengumuman;

b) mnomor ditulis di bawah kata PENGUMUMAN;
c) Kata penghubung “TENTANG” ditulis di tengah
dengan huruf kapital di bawah "NOMOR?”; dan
d) “NAMA PENGUMUMAN” ditulis dengan huruf kapital
di bawah kata “TENTANG”.
3) Batang Tubuh
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a) Batang Tubuh terdiri dari Alinea Pembuka, Alinea Isi,
dan Alinea Penutup;

b) Alinea ditulis di bawah Nama Pengumuman, dari tepi
kiri kertas dan 2,5 cm dari tepi kanan kertas; dan

c) Disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yvang
baik dan benar dengan seluruh Iline spacing vang
digunakan 1 spasi sampai 1,5 spasi.

4) Penutup memuat:

a) rumusan tempat diawali dengan frasa “Ditetapkan di”
diikuti nama kota sesuai alamat instansi dan rumusan
tanggal penectapan Surat Pengumuman diawali dengan
frasa “pada tanggal” diikuti tanggal penetapan yang
ditulis di sebelah kanan di bawah rumusan tempat;

b) nama jabatan ditulis diawali dengan huruf kapital
pada setiap awal kata dan diikuti tanda baca koma {,)
di bawah rumusan tanggal; dan

c) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis diawali
dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa
gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai di
bawah nama jabatan tanpa tanda kurung dan tidak
digarisbawahi.

5) Tembusan
©6) Cap Menteri atau Cap Dinas.
7) Distribusi

Surat Pengumuman didistribusikan kepada pejabat dan

pihak terkait lainnya.

Format Pengumuman sebagaimana tercantum dalam Contch 67

sampai dengan Contoh 69 sebagai berikut:
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Contoh 67. Format Pengumuman Menteri

) 2 enter

) 2 enter

PENGUMUMAN
NOMOR: .. . Pm/kode klasifikasi‘kode jabatanftahun

) 2 enter

TENTANG

(Nama Pengumuman ...)
) 2 enter

) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter
Nama Jabatan,

Cap

Menteri tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan
) 1 enter

I 2,5¢cm

Tembusan:

www.peraturan.go.id



14s. 2020, No. 122

Contoh 68. Format Pengumuman yang ditandatangani

pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

. FAKSIMILE :

NOMOR: .... Pm/ kode klasifikasi’kode jabatan/tahun

) 1 enter
Tembusan:;

) 2 enter

PENGUMUMAN

) 2 enter

TENTANG
(NAMA PENGUMUMAN ...)

) 2 enter

) 2 enter
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter
Nama Jabatan,

Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5cm
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Contoh 69. Format Pengumuman pejabat di lingkungan
Direktorat Jenderal .../ Inspektorat Jenderal/Badan ...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL.../ INSPEKTORAT JENDERAL/BADAN...

KOTAK POS ' oo TELEPON © oo FAKSIMILE © oo @-Mail oo

) 2 enter

PENGUMUMAN
NOMOR: ..... .Pm/ kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
TENTANG
(NAMA PENGUMUMAN)

) 2 enter
OSSR +“—>
I o 1 1 PP 2,5cm

) 1 enter

T
25¢m ) 1 enter

) 2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

) 1 enter
Nama Jabatan,

Cap
Dinas tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2,5¢cm

) 1 enter
Tembusan:
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Surat Penyerahan Tugas

.

Surat Penyerahan Tugas merupakan Naskah Dinas bersifat
penyerahan tugas kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan tugas sehari-hari pejabat yang menyerahkan tugas
untuk jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari kerja.

Wewenang pembuatan dan penandatanganan Surat Penyerahan

Tugas adalah pejabat yang berwenang.

Susunarn:

1) Kop Surat Penyerahan Tugas
a) Logo KESDM; dan
b) tulisan:

(1) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA;

(2) NAMA UNIT ORGANISASI di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA untuk Unit Organisasi
selain Sekretariat Jenderal,

(3) alamat di bawah REPUBLIK INDONESIA/NAMA
UNIT ORGANISASI;

(49) KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail, di sebelah kiri berbaris
ke kanan di bawah alamat;

(3) garis kop surat tebal 1 mm; dan
(6) warna tulisan dan garis hitam.

2) judul SURAT PENYERAHAN TUGAS ditulis dengan huruf
kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di
bawah Kop Surat Penyerahan Tugas.

3) mnomor ditulis di bawah kata SURAT PENYERAHAN
TUGAS.

4] Batang Tubuh
a) memuat alasan dan jangka waktu tertentu penyerahan

tugas dari pejabat yang menyerahkan tugas kepada

pejabat yang ditunjuk untuk menerima penyerahan
tugas.
b) Jarak baris secluruh line spacing yvang digunakan 1

spasi sampai dengan 1,5 spasi.
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9) Penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun,
nama jabatan/pejabat dan tanda tangan yang menerima
penyerahan tugas dan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan
vang menyerahkan tugas serta jabatan/pejabat atasannya vang
mengetahui/menyetujui.

Posisi bagian penutup yang menerima tugas terletak pada
bagian kiri dan yang menyerahkan tugas terletak pada bagian
kanan bawah serta pejabat yang menyetujui terletak di bawah
pejabat yang menerima dan menyerahkan tugas.

Format Surat Penyerahan Tugas sebagaimana Contoh 70 dan Contoh

71 sebagai berikut:
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Contoh 70. Format Surat Penyerahan Tugas
di lingkungan Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
ey TELEEON & menmeecmussy EHOMLE » romsmanesrnetil & summser
) 2 enter
SURAT PENYERAHAN TUGAS
Nomor: ..... Pel/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun
) 2 enter
#—> Berhubung pada tanggal ... sampai dengan tanggal ... saya <«—»

3cm 2,5cm

melaksanakan ... selama ... hari kerja, maka tugas pekerjaan Kepala ...
pada hari/hari-hari tersebut saya serahkan kepada Sdr. .... Kepala ...
...dengan dibantu oleh Sdr. ... Kepala ....

) 1 enter
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

) 2 enter

Jakarta, ...

) 1 enter
Yang Menerima Tugas, Yang Menyerahkan Tugas,

) 3 enter

tanda tangan tanda tangan

Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan
) 1 enter
Menyetujui,
) 1 enter

Nama Jabatan Atasan Langsung....,
tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2cm
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Contoh 71. Format Surat Penyerahan Tugas
di lingkungan Direktorat Jenderal.../ Inspektorat Jenderal/Badan ...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL .../ INSPEKTORAT

JENDERAL/BADAN...

KOTAK POS : oo TELEPON = oo FAKSIMILE oo I

) 2 enter

SURAT PENYERAHAN TUGAS
Nomor : ....Pel/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun

) 2 enter
<+— Berhubung pada tanggal ... sampai dengan tanggal ... saya melaksanakan <+
3cm 2,5cm

.. selama ... hari kerja, maka tugas pekerjaan Kepala ... Pada hari-hari
tersebut saya serahkan kepada Sdr. .... Kepala ...... dengan dibantu oleh

Sdr. ... Kepala ....

) 1 enter
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

) 2 enter
Jakarta, ...
) 1 enter
Yang Menerima Tugas, Yang Menyerahkan Tugas,
) 3 enter
tanda tangan tanda tangan
Nama Penanda tangan Nama Penanda tangan
) 1 enter
Menyetujui,
) 1 enter

Nama Jabatan Atasan Langsung,
tanda tangan ) 3 enter

Nama Penanda tangan

I 2cm
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7. Siaran Pers

a. Siaran Pers merupakan sebuah tulisan ataupun rekaman yang
ditujukan langsung pada media massa dan masyarakat dengan
tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita
agar terpublikasi.

b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan Siaran Pers adalah
pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

c. Susunan:

1) Kop Siaran Pers
a) Logo KESDM; dan
b) tulisan:

(1) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA;

(2) alamat di bawah REPUBLIK INDONESIA;

(3) KOTAK POS, TELEPON, dan FAKSIMILE ditulis
huruf kapital dan e-mail, di sebelah kiri berbaris
ke kanan di bawah alamat;

(4) garis kop surat tebal 1 mm; dan

(9) warna tulisan dan garis hitam.

2) Judul Siaran Pers memuat tulisan “SIARAN PERS” ditulis
dengan huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran
14 di tengah.
3) nomor ditulis di bawah kata SIARAN PERS.
4) rumusan tanggal ditulis di bawah nomor.
5) “NAMA SIARAN PERS” ditulis dengan huruf kapital di
bawah rumusan tanggal.
6) Batang Tubuh
a) berisi pernyataan resmi dari KESDM mengenai
peristiwa tertentu yang disampaikan ke media massa
dan masyarakat.
b) Jarak baris scluruh line spacing yang digunakan 1
spasi sampai dengan 1,5 spasi.
7) Penutup memuat:
a) mnama jabatan ditulis diawali dengan huruf kapital pada

setiap awal kata dan diikuti tanda baca koma (,); dan
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b) tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan
ditulis diawali dengan huruf kapital pada setiap awal
kata tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk
pegawai di bawah nama jabatan tanpa tanda kurung
dan tidak digarisbawahi,

ditulis di sebelah kanan bawah.

Format Siaran Pers sebagaimana tercantum dalam Contoh 72 sebagai

berikut:

Contoh 72. Format Siaran Pers

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KOTAK POS @ . TELEPON .. FAKSIMILE :

) 2 enter

SIARAN PERS
NOMOR: ..... .Pers/kode klasifikasi/kode jabatan/tahun

) 2 enter
(NAMA SIARAN PERS)
) 2 enter
<+ (uraian singkat infOrmasi) ......ccccoiiiiie e
3cm
) 2 enter
) 1enter

Nama Jabatan,
tanda tangan

Nama penanda tangan

I 2¢cm

8. Sertifikat/Tanda Penghargaan

a. Sertifikat/Tanda Penghargaan merupakan Kketerangan atau
pernyataan tertulis atau tercetak sebagai tanda bukti atas
keikutsertaan/kelulusan/pengakuan atas prestasi atau

kompetensi tertentu dari pejabat yang berwenang.
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Wewenang pembuatan dan penandatanganan Sertifikat/Tanda
Penghargaan adalah pejabat yang berwenang.
Susunari:
1) Kop Sertifikat/Tanda Penghargaan
a) Sertifikat/Tanda Penghargaan Menteri
(1) Lambang Negara; dan
(2) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA di tengah
ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial
ukuran 12,
b) Sertifikat/Tanda Penghargaan Unit Organisasi dan
Unit/UPT
(1) Logo KESDM;
(2) tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA di
tengah dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf
Kartika ukuran 12; dan
(3) Dalam hal Unit Organisasi dan Unit/UPT di
lingkungan KESDM yang sudah mendapatkan
pengakuan dan menerapkan SO dan/atau SNI
atau sejenisnya dapat mencantumkan Logo
KESDM di sebelah kiri dan logo
ISO/SNI/sejenisnya di sebelah kanan atas lembar
sertifikat.
2) Judul Sertifikat memuat:
a) tulisan “SERTIFIKAT” atau “TANDA PENGHARGAAN"
dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Arial ukuran
16, di tengah di bawah kata REPUBLIK INDONESIA,
dan
b) mnomor ditulis di bawah kata SERTIFIKAT/TANDA
PENGHARGAAN.
3) Batang Tubuh
a) memuat nama peserta, kegiatan yang diikuti, dan
tanggal pelaksanaan.
b) Jarak baris scluruh line spacing yang digunakan 1

spasi sampai dengan 1,5 spasi.
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4)  Penutup memuat:

a) rumusan tempat ditulis nama kota sesuai alamat
instansi rumusan tanggal Sertifikat/Tanda
Penghargaan ditulis di sebelah kanan,

b) mnama jabatan ditulis diawali dengan huruf kapital
pada setiap awal kata di bawah rumusan tempat dan
rumusan tanggal dan diikuti tanda baca koma (,); dan

c¢) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf
kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor
induk pegawai di tengah nama jabatan tanpa tanda
kurung dan tidak digarishawahi.

5) Cap Menteri atau Cap Dinas.
Format Sertifikat/Tanda Penghargaan sebagaimana tercantum dalam

Contoh 73 sampai dengan Contoh 76 sebagai berikut:

Contoh 73. Sertifikat/Tanda Penghargaan yang ditandatangani
oleh Menteri

) 2 spasi

] 4 spasi

SERTIFIKAT/TANDA PENGHARGAAN*)

11 spasi
Nomar : ... .Stf/Kode Klsf/Kode jabatan/Tahun

1 1 spasi

Diberikan kepada
} 1 spasi

NAMA PESERTA
} 1 spasi

yang telah ikut berpartisipasi dalam

)1 spasi

) 3 spasi
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
tanda tangan
NAMA PENANDA TANGAN

Cap
Menteri

# pilih salah satu
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Contoh 74. Sertifikat/Tanda Penghargaan yang ditandatangani selain Menteri

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

) 4 spasi

SERTIFIKAT/TANDA PENGHARGAAN?*)

) 1 spasi

Nomor : ....Stf/Kode Klsf/Kode jabatan/Tahun
) 1 spasi
Diberikan kepada
) 1 spasi
NAMA PESERTA
) 1 spasi
yang telah ikut berpartisipasi dalam
) 1 spasi

pada tanggal .......ccccvrrrnrnninnnnenenen .

) 3 spasi

Cap
Dinas

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
tanda tangan
NAMA PENANDA TANGAN

I 2cm

*) pilih salah satu

2020, No.

122
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Contoh 75. Sertifikat/Tanda Penghargaan yang ditandatangani oleh
Pimpinan Unit Organisasi dan instansi lain yang bekerja sama

} 2 spasi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

BEKERJASAMA DENGAN
SERTIFIKAT/TANDA PENGHARGAAN*)
Nomor : ....Stf/Kode Klasifikasi/Kode Instansi/Tahun
Diberikan kepada
NAMA PESERTA

yang telah ikut berpartisipasi dalam

pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH/ Sélzl;iETARIS JENDERAL
NSTANS| YANG BEKERJASAMA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

tandy tangan tanda tangan
Cap
Dinas

I 2cm

Cap

NAMA PENANDA TANGAN NAMA PENANDA TANGAN

*) pilih salah satu
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Contoh 76. Sertifikat/Tanda Penghargaan Pelatihan

: 2¢cm

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Minister Of Energy And Mineral Resources Of The Republic Of Indonesia
> g BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
N Institute of Training in Energy and Mineral Resources

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI

Nil and Nae Trainina Mantra

SERTIFIKAT/TANDA PENGHARGAAN*)

Certificate
Nomor : ....Stf/IKode Klasifikasi/Kode Instansi/Tahun
Menerangkan bahwa:
This is to certify that

Lahir tanggal
born on

telah menyelesaikan pelatihan
as completed a course on

yang diselenggarakan dari Sampai dengan ................
which was conducted from through

oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi
by the Oil and Gas Training Centre

dinyatakan lulus dengan hasil
has successfully and pass with result

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MINYAK DAN GAS BUMI

tanda tangan

NAMA PENANDA TANGAN

I 2cm

*) pilih salah satu
9. Piagam Penghargaan
a. Piagam Penghargaan merupakan keterangan atau pernyataan
tertulis atau tercetak yang berisi pernyataan pemberian hak
atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan.
b. Wewenang pembuatan dan  penandatanganan  Piagam
Penghargaan adalah Menteri.
c. Susunan:
1) Kop Piagam Penghargaan
a) Lambang Negara; dan
b) tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA di tengah ditulis
huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Kartika ukuran
12 dengan warna tinta emas.
2) Judul Piagam Penghargaan tulisan “PIAGAM
PENGHARGAAN” dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf
Arial ukuran 16, di tengah di bawah kata REPUBLIK
INDONESIA.
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3) Batang Tubuh

a) memuat nama pejabat yang memberikan penghargaan,
nama penerima penghargaan, dan uraian prestasi
keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.

b) Jarak baris seluruh line spacing yang digunakan 1
spasi sampai dengan 1,5 spasi.

4)  Penutup memuat:

a) rumusan tempat ditulis nama kota sesuai alamat
instansi rumusan tanggal Piagam Penghargaan ditulis
di sebelah kanan;

b) mnama jabatan ditulis diawali dengan hurul kapital
pada setiap awal kata di bawah rumusan tempat dan
rumusan tanggal dan diikuti tanda baca koma (,); dan

c) tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf
kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor
induk pegawai di tengah nama jabatan tanpa tanda
kurung dan tidak digarisbawahi,

5) Naskah Dinas Piagam Penghargaan diketik dengan jenis

huruf Arial ukuran 12,

6) Cap Menteri.
Format Piagam Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Contoh

77 sebagai berikut:

Contoh 77. Contoh Piagam Penghargaan

} 4 spasi

PIAGAM PENGHARGAAN

} 1 spasi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan rasa hormat
memberikan:
(NAMA PENGHARGAAN)
kepada:
¥ 1 spasi
(NAMA PENERIMA PENGHARGAAN)
} 1 spasi

} 3 spasi

Cap  WENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
tanda tangan
AMA PENANDA TANGAN

? rm

Menteri
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10. Naskah Dinas khusus bidang Administrasi Keuangan,
Kepegawaian, dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Naskah Dinas Khusus bidang administrasi keuangan, kepegawaian,
dan pengelolaan barang milik negara mengacu pada peraturan dari
instansi pemegang wewenang Ilungsional misalnya Kementerian
Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, atau instansi lain yang

terkait.

11. Surat Pengantar

a. Surat Pengantar merupakan Naskah Dinas yang digunakan
untuk mengantar dan/atau menyampaikan barang atau
dokumen.

b. Wewenang pembuatan dan penandatanganan Surat Pengantar
adalah pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya.

C.  Susunan:

1) Kop Surat Pengantar

a) Logo KESDM;

b) tulisan:

(11 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA; dan

(2 NAMA UNIT ORGANISASI di bawah kata
REPUBLIK INDONESIA, untuk Unit Organisasi
selain Sekretariat Jenderal;

c) alamat  ditulis di bawah  kata  REPUBLIK
INDONESIA/NAMA UNIT ORGANISASI,

d) KOTAK P